BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR { TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat {4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
perlu  membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Maros Tahun 2019-2039.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
' Indonesia Tahun 1945; '

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

"' beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2018-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5671);

. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-
IND/FPER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2012 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor
7),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Menetapkan

dan
BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN MAROS 2019-2039.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRP dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi, termasuk jasa industri.

7. Rencana Pembangunan Industri Daerah yang selanjutnya disingkat RPIK
adalah perencanaan perindustrian yang menjadi acuan pembangunan
industri di Daerah.

8. Dokumen RPIK adalah Dokumen yang memuat susunan perencanaan
pembangunan industri Daerah.

9. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang
berperan penting sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan
perekonomian di Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan asas :
kepentingan nasional di Daerah;
demokrasi ekonomi;

kepastian berusaha;

pemerataan persebaran

persaingan usaha yang sehat; dan
keterkaitan industri

meanop

Pasal 3

RPIK bertujuan untuk menjadi pedoman dalam rangka :

a. menata potensi sumber daya industri Daerah;

b. pemerataan pembangunan industri; dan

c. menata keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya
dukung lingkungan.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 4

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 {dua puluh) Tahun yaitu Tahun 2019-
2039.



Pasal 5

(1) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :

a. pendahuluan;

b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;

c. visi dan misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran
pembangunan industri Daerah;

d. strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan

€. penutup.

(2) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
La.mplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(3) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

(1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak

pertumbuhan ekonomi Daerah, yaitu :

a. industri pengolahan hasil batuan marmer;

b. industri pengolahan hasil tambang;

c. aneka industri dan kerajinan;

d. industri pengolahan hasil laut dan perikanan; dan
e. industri pengolahan tanaman pangan.

{2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah
dapat dikembangkan industri lain potensial yang merupakan unggulan
Daerah.

{3) Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2) dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan) yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sejalan dengan
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan
pembangunan industri di Daerah.

Pasal 8

Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi :

a. perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait
dengan bidang perindustrian; dan

b. penyusunan dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing
sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.



BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal O

(1} Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
industri Kabupaten.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian
terhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten: dan
b. pelaksanan rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri
kabupaten.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; dan
c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 11

Rencana pembangunan industri kabupaten dapat diubah dalam hal:

a. hasil pengndalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan
substansi yang dirumuskan belum selesai dengan mekanisme yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau

c. merugikan kepentingan nasional.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 12

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur
Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu} kali
dalam setahun yang termuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pertumbuhan industri;

b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
¢. penyerapan tenaga kerja sektor industri;

d. ekspor produk industri;

e. realisasi investasi sektor industri; dan

f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.



BAB VIII1
PENDANAAN

Pasal 13
Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja nasional,;
b. anggaran dan pendapatan dan belanja daerah; dan
¢. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Maros.

di Maros
tanggal 19 Qgember 2010

BYPATI MAROS,

Diundangkan di Maros
pada tanggal 1¢ Ucember 2919

SEKRETARIS DAERAH,

DAVIED SYAMSUDD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR ¢

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.11.237.19 TAHUN 2019



PENJELASAN
ATAS '
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian telah
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan
peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah
untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran
tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk
tumbuh lebih cepat dan mengrjar ketertinggalan dari Negara lain yang
lebih dahulu maju.

Kabupaten Maros memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari
sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang
menonjol adalah industri hasil olahan dari perikanan, makanan,
kerajinan dan lain lain. Sesuai dengan potensi sumber daya alam
Kabupaten Maros, industri utama yang dikembangkan utuk menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri hasil olahan
dari pertanian, perikanan, makanan, kerajinan yang merupakan
komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah
daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun
perencanaan pembangunan industri Kabupaten yang sistematis,
komprehensif, dan futuristik, dalam wujud rencana pembangunan
industri Kabuaten Maros tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIK tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri
Nasional (KIN}. RPIK 2019-2039 disusun dengan memperhatikan:
potensi sumber daya industri daerah; rencana tata ruang wilayah
Propinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah Daerah; dan keserasian
dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Daerah
serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupten
Maros.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk
melaksanakan amanat ketentuan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk
mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Maros dalam
mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

a. meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri

daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan;

b. meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi
industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor
produk produk industri;

. meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam industri;

. meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri; dan

. mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu
menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik
tumbuh kembangnya industri-industri baru.

o Lo



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ Kepentingan nasional di Daerah “
adalah asas yang menentukan bahwa peraturan
kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatan
sebagai Negara Kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan
sendiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “ Demokrasi ekonomi “ adalah
pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan
mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat secara
merata.
Hurufe

Yang dimaksud dengan “ Kepastian berusaha ” adalah baik
pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam berusaha dan negara menjamin
kepastian hukumnya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “ Pemerataan persebaran “ adalah
penerapan prinsip keadilan agar tidak dikuasai oleh
segelintir orang dan harus terdistribusi secara merata.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ Persaingan usaha yang sehat
adalah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperlihatkan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum,

Huruf f
Yang dimaksud dengan “ Keterkaitan Industri “ adalah
semua pihak vang terkait atau berkepentingan atas proses
produksi barang dan jasa disuatu perusahaan.

Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “ Menata potensi sumber daya
industri daerah “ adalah memanfaatkan potensi yang ada
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “ Pemerataan Pembangunan
Industri “ adalah penyebaran Industri yang merata akan
memberikan peningkatan nilai tambah pertumbuhan
industri di Daerah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ Menata Keserasian dan
keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya dukung
lingkungan “ adalah proses pembangunan identik dengan
perubahan, baik secara fisik, ekonomi, sosial budaya

maupun lingkungan akan memberikan manfaat bag1
kehidupan manusia dengan mempertimbangkan berbagai
akibatnya dari proses pembangunan terhadap lingkungan



hidup sehingga ekosistem tetap terjaga keserasian dan
keseimbangannya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b



Yom.

Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat {1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Culkup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 - 2039
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LA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR '

TANGGAL

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019-2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 - 2039

BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sector
industri,adanya pembagian urusan pemerintahan member banyak
peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industry
didaerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industry di
wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai
kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai
arah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan
potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Sejalan dengan hal
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam
melaksanakan penataan ruang wilayah.Penataan ruang sebagai suatu
system perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan satu  kesatuan yang tak
terpisahkan.Dengan penataan ruang diharapkan pemanfaatan ruang
yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi
pemborosan sumberdaya dan tidak menyebabkan penurunan kualitas
ruang. Perencanaan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan
dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik itu di
tingkat pusat maupun daerah lainnya.Perencanaan pembangunan yang
disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen
masyarakat sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu
pertumbuhan(growth}!, pemerataan fequity), dan keberlanjutan
pembangunan (sustainabie development).

Pasalll Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk
peraturan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh)
tahun,dengan memperhatikan :



»

1} Rencana Induk  Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan
Industri Nasional;

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

3} Potensi sumberdaya industry daerah,;

4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten;

5) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social ekonomi serta
daya dukung lingkungan; dan

6) Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk
industri.

Sejalan dengan itu, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional bahwa visi
Pembangunan Industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara
Industri Tangguh pada Tahun 2025. Pembanguna Industri kedepan
ditujukan agar sektior industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat
berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada
peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor
industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan
yang dihadapi saat ini dapat diatasi, antara lain; masih lemahnya daya
saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur
industri nasional, masih belum terkonsentrasinya kegiatan industri di
pulau jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-
undangan  tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan
pembangunan daerahdengan perencanaan pembangunan nasional
maupun daerah lainnya, maka disusun Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten untuk periode Tahun 2019-2039;

Kabupaten Maros dengan tiga kabupaten kota lainnya (Makassar,
Gowa dan Takalar) merupakan Kawasan Metropolitan Mamminasata
yang dalam PP Nomorl3 Tahun 2017 tentang RTRWN merupakan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN}
Mammisata dengan sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten
Maros. Kabupaten Maros memiliki berbagai potensi yang harus dikelola
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Kawasan Metropolitan Mamminasata sendiri telah memiliki Rencana
Tata Ruang yang merupakan hasil studi dengan bantuan pemerintah
Jepang melalui Tim Studi JICA {(JICA study team). Berdasarkan hasil
studi tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
implementasi Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu:

s Menciptakan keterpaduan dalam pengembangan wilayah perkotaan,

= Penetapan program-program terpadu antar sektor dan antar daerah,

s  Penetapan pedoman investasi dan

* Penyusunan mekanisme implementasi oleh pihak pemerintah dan
swasta.

Salah satu langka strategis Pemerintah Kabupaten Maros dalam
mendukung kebijakan Nasional tersebut adalah dengan menyusun
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Rencana Pembangunan Industri (RPI} Kabupaten Maros. Guna
mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi
ekonomi. Potensi unggulan daerah dalam rangka pengembangan industri
di Kabupaten Maros, dilakukan melalui pendekatan pengembangan
komoditas, dan memperhatikan ragam komoditas yang dikembangkan,
serta keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangannya. Rencana
pembangunan Industri Kabupaten Maros Tahun 2019-2039, diharapkan
menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai
dengan potensi terbaik daerah.Dengandemikian, dalam jangka panjang
diharapkan visi,misi,tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat
tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan
serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang
Tahun 2035 yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh, yang
bercirikan:
1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan
berkeadilan;
2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3) Industri yang berbasisinovasi dan teknologi.

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Maros Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2018-2035 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5671};
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7.

10.

11.

12.

13.

i4.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
365, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun
2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota Bab II Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota Pasal 14 sampai
dengan pasal 24

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 Normor 7)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2038 {Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 7) dan
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan tentang RTRW

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4).
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BABHI
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
' INDUSTRI

A. ASPEK GEOGRAFI
1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Maros sangat
penting di dalam mendukung prospek pembangunan di masa
mendatang. Beberapa hal penting dibawah ini sebagai penjelasan
penting terkait dengan kondisi umum dari wilayah Kabupaten Maros
sebagai berikut:

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Maros memiliki potensi yang cukup baik untuk
dikembangkan, utamanya di sektor pertanian, perikanan, industri,
maupun sektor pariwisata. Kabupaten Maros terdiri dari 14 (Empat
Belas) kecamatan, dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan
Tompobulu dengan luas 287,66km?. Kecamatan yang terkecil adalah
Kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km? Rincian luas masing-
masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Luas (km2) Presentasc
i Mandai 49,11 3,03
2 Moncongloe 46,87 2,89
3 Maros bara 53,76 3,32
4 Marusu 73,83 4,56
5 Turikale 29,93 1,85
6 Lau 53,73 3,32
7 Bontoa 93,52 578
8 Bantimurung 173,70 10,70
9 Simbang 105,30 6,50
10 Tanralili 89,45 5,52
11 Tompobulu 287,66 17,77
12 Camba 145,36 8,98
13 Cenrana 180,90 11,18
14 Mallawa, 235,92 14,57
Total Luas 1.619,12 100

-
Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017
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b. Letak dan Kondisi Geografis.

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat
Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 30 km arah utara Kota
Makassar Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’ hingga
50°07’ Lintang Selatan, dan 109°20° hingga 129°12° Bujur
Timur.Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km2 atau 2.3 persen
dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak KabupatenMaros yang sangat dekat dengan kota
makassar sebagai ibukota provinsi sulawesi selatan sangat strategis
apabila ditinjau dari segi geografis. Kabupaten Maros merupakan
salah satu kabupaten penyangga kota makassar. Sehingga kegiatan
perkonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini
juga ditopang dengan letak bandara internasional Sultan
Hasanuddin yang berada dalam wilayah kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 % ({10 desa)
adalah pantai, 5 % (5 desa) adalah kawasanlembah, 27% (28
Desa)kawasan lereng/bukitdan58 % (60 desajadalah kawasan
dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai
sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai.
Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai pasir putih
yang membentang. Wilayah Kecamatan yang termasuk daerah
pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau dan Bontoa.

c. Topografi

Kelas kemiringan lereng yang dominan di Kabupaten Maros
adalah kelas 25% — 40% (bergunung), yang menempati areal sekitar
21.311 ha, atau sekitar 14,8% dari luas total areal kabupaten,
selanjutnya kelas kemiringan lereng 15% - 25% (berbukit) dengan
luas areal 24.745 ha, atau 17,2 % dari luas Kabupaten, dan kelas
40% — 60 % luasnya sekitar 45.799 ha atau setara 31,9%. Wilayah
kabupaten Maros yang berada pada kondisi topografi datar sampai
relatif datar {kelas 0-8%) luasnya hanya sekitar 47.579 ha (33,1%).

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan
kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0% — 8%) terluas, yakni
sekitar 7.829 ha. diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 ha,
Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing
sekitar 4.736 ha dan 4.712 ha.
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Tabel 2.2
Luas areal {Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Betiap Kecamatan

Luas arcal (Ha) berdasarkan kemiringan lereng (%) disctiap kecamuatan

Mo Kecamatan
1 Mandai 3.677,5 51,3 64.6 ] 3.793,4
2 Moncongloe 2.214,2 524.5 85,5 1.540.,8 4.365,1
3 Maros Baru 2.805,7 2.805,7
4 Marusn 4,375,6 425,5 4.801,1
5 Turikale 2.577,0 2204 2.806.4
6 Lau 4.349.,0 74,0 . 0,1 4.423,1
7 Bontoa 3.835,4 1.065,0 46,1 908,2 796,1 6.650,9
8 Bantimurung | 3.506,1 | 4.323,2 931,8 | 1.759,4 243,7 | 2.064,9 | 2.027.9 14.857,0
9 Simbang 4.711,7 6999 | 4.005,0 213,7 2,5 9.632.8
10 | Tanralili 3.657,3 1.078,8 5216 | 1.4086 1.321,0 7987.4
11 | Tompobulu 260,0 | 1.331,1 779,5 | 6.721,6 | 6.521,6 5.314,1 | 4.424,3 | 25.352,1
12 | Camba 941,65 178,5 3.605,0 387,5 | 4.535,1 9.647.7
13 | Cenrana 165,6 1.399,2 4.006,7 | 4.594,9 8.066,9 | 3.866,1 22.099.,5
14 | Mallawa 1.133,6 | 6.758,1 | 2.297,1 59142 | 8.399,5 1| 24.502,5
Jumlah 37.076,7 | 10.502,2 | 4.291,1 (24.745,0 | 21.310,6 | 22.643,6 [23.255,3 | 143.724.5

Sumber : Bappeda Maros, 2017

Untuk kemiringan lereng 8% —15% maka, Kecamatan Mallawa,
Bantimurung, dan Tompobulu adalah kecamatan dengan lereng 8%
- 15% terluas, masing-masing seluas 1.134 ha, 932 ha dan 780 ha.
Seperti halnya dengan iklim maka, kemiringan lereng adalah salah
satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan
suatu wilayah. Wilayah dengan dominasi lereng yang terjal (lebih
besar dari 40%), umumnya memiliki potensi yang kecil untuk
pengembangan pertanian. Karena itu, data padat tabel tersebut bisa
menjadi indikator umum dari potensi potensi sumber daya lahan
setiap kecamatan di Maros.

d. Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam
empat kelompok besar, yaitu {1) batuan permukaan yang terdapat
hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan
luas keseluruhan 55.359 Ha; {2) batuan sedimen yang
penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali
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di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung
api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan
Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan
yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan
Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi,
sebagai berikut:

& Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah

dan timur puncak tertinggi Bulu lekke{1.361 mdpl) menempati luas
30% dari luas daerah kabupaten Maros.

Satuan perbukitan vulkanik: intrusi dan sedimen menempati
daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat
sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros.

Satuan perbukitan Kars: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas
pada bagian tengah, timur laut daerah kabupaten Maros.

Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar
dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas
daerah Kabupaten Maros.

Tabel 2.3
Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros
N Satuan b . h“S_"b' " Luas .C' Morfolosi . Bantuan
°© Geomorfologi acral mebaran Dacrah il Morlologt Penyusun
Relief Topografi, Tinggi
1 Pegunungan | Utara,tengah, 30 kemiringan,lereng Batuan gunung
Vulkanilk timur terjal, tekstur topografi | api
kasar
Tersebar Perbukita setempat- Batuan
o Perbukitan setempat- 15 s::e: at ]:: P vulkanik,Bekul(i
vulkanik setempat tidak e Pse danm“ ngA | htrusi) dan
terkonsentrasi ne £ sedimen
Relief topografi kars Batu
PerbukitankK | Tengah dan Timur membentuk tower N
3 30 : gamping(batua
arst laut tower dengan relief Kapur)
yang kasar
Bagian Barat .
1
Ped an d Topografi Datar, relief Endapan
4 . & 25 rendah, tekstur .
alluvial penyebaran Utara alluvial
. topografi halus .
sampai selatan

Sumber : Bappeda Mares, 2017
Berdasarkan Peta Jenis Tanah Repprot, 1988 Skala 1 : 250.000,

ordo tanah yang dominan di Kabupaten Maros adalah Inceptisols
(Dystropepts, Eutropepts, Tropaquepts) dan Ultisols (Paleudults,
haplustults dan Tropoudults] dengan luas masing-masing 117.384
ha dan 10.600 ha atau setera dengan 81,7% dan 11,0% dari total
luas kabupaten. Selain itu juga dijumpai tanah mollisols (Rendols}
dengan luas areal yang tidak terlalu luas, hanya sekitar 10.600 ha
atau 7,4% dari total luas kabupaten,
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e. Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan
adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian
mengalir di permukaan (run off Jdan sebagian lagi meresap ke bumi
dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi
mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan
sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemboran
dengan kedalaman 75-100 meter.

Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di
Kabupaten Maros adalah berasal dari sungai-sungai yang mengalir
di wilayah tersebut, yaitu sungai Maros, Parangpakku, Marusu,
Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Bantimurung, Marana, Cambaya,
Pattunuang Asue, Bontotengnga dan Sabantang. Untuk Jenis air ini
sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian,
sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur
gali dengan kedalaman  sekitar 10 — 15 meter dengan kualitas
airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air
sumur ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai
sumber air untuk keperluan rumah tangga.

Kabupaten Marosarealnya terlingkupi oleh 4 Daerah Aliran
Sungai (DAS) / Sub DAS yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, Sub
DAS Mario, Sub DAS Minraleng dengan luas wilayah masing-
masing sekitar 5.400 ha, 86.109 ha, 873 ha dan 51.769 ha. DAS
yang memiliki wilayah paling luas adalah DAS Maros, hampir
semua wilayah kecamatan masuk dalam wilayah DAS Maros
kecuali Kecamatan Camba dan Mallawa. Kemudian DAS terluas
kedua adalah SubDASMinraleng dengan wilayah pengaliran adalah
Kecamatan Bantimurung, Camba, Cenrana, Mallawa dan
Tompobulu, kemudian DAS Jeneberang adalah Kecamatan Mandai,
Moncongloe, Tanralili dan Tompobulu dan Sub DAS yang kecil
arealnya adalah Sub DAS Mario hanya di Kecamatan Mallawa, dan
Sub DAS Minraleng.
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f. Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena
letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban
berkisar antara 60 - 82 %, curah hujan tahunan rata-rata 347
mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur
udara rata-rata 29°C.Kecepatan angin ratarata 2 - 3
. knot/jam.Menurut Oldement, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah

tipe C2 yaitu bulan basah (200 mmj} selama 2 - 3 bulan berturut-
turut dan bulan kering (100 mm)} selama 2 — 3 bulan berturut-turut.
Beberapa desa diKecamatan Camba yang berbatasan dengan
Kabupaten Bone mempunyai iklim seperti daerah bagian Timur
Sulawesi Selatan yakni musim hujan dari periode bulan Oktober
sampai Maret dan musim kemarau dalambulan April sampai
September.

Tabel 2.5
Klasifikasi Type Iklim Setiap Stasiun Curah Hujan Yang Mewakili Iklim
Kabupaten Maros

Type Iklim

Stast
st Schmidt Ferguson Oldeman

1 | Amarang / Dulang B c2
2 | Batubassi B B2
3 | Bili-Bil C B2
4 | Biru A Cl
5 | Bontokappong B B2
¥ & ba B Cc2
7 1 Camming A D2
8 | Kappang B C2
. 9 | Lombassang / Malino B B2
i0 | Mandai / Hasanuddin B Cc2
11 | Maros B Cc2
12 | Panakkukang B c2
13 | Pangkajene / Bungoro C C2
14 | Tekolabbua B Cc2
15 | Tombolo B B2

Sumber : BMKG Kabupaten Maros, 2017

Berdasarkan data Badan Stasiun Meterologi, Klimattologi dan
Geofisika, rata-rata suhu udara bulanan di kabupaten Maros adalah
27,2°C . Tiap bulannya suhu bulanan paling rendah adalah 22,9°C
{Agustus 2013) sedangkan paling tinggi adalah 32,5°C (Oktober 2013).



Tabel 2.6
Suhu Udara Maksimum, Minimum Dan Rata-Rata
Menurat BulanTahun 2017
' " Suhu Udara ["C)

Bulan

Minimum Maksimum Rata-Rata
Januari 24,7 29,05 26,4
Februari 24.6 30,6 26,8
Maret 24.5 31,2 27,3
April 24,9 31,8 27,6
Mei 25,0 32,0 27,7
Juni 249 31,7 27,6
Juli 24,1 30,7 26,5
Agustus ) 22,9 32,0 26,9
September 23,3 32,9 27,6
Oktober 23,9 32,5 27.6
November 24,5 31,7 27,6
Desember 24,5 30,0 26,5
Rata-Rata Tahunan 24,3 31,4 27,2

Sumber : BMKG Maros, 2017

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah
hujan rata-rata sekitar 354 mm setiap bulannya dengan jumlah hari
hujan berkisar 219 hari selama tahun 2017, dengan rata-rata suhu
minimum 24,30°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,4°C.
Penyinaran matahari selama tahun 2013 rata-rata berkisar 62%.

Tabel 2.7
Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata
Menurut Bulan Tahun 2017
Kelembaban (%}
Bulan Minimum Maksimum Rata-Rata
Februari 18 96 36
Maret 76 93 84
April 73 96 83
Mei 66 92 ) 82
Juni 78 90 83
Juli 72 93 84
Agustus 46 80 69
September 56 77 71
Oktober 63 86 74
November 75 89 81
Desember 76 a3 86
Rata-Rata Tahunan 70 90 81

Sumber ;: BMKG Kabupaten Maros, 2017



Tabel 2.8
Jumlah Curah hujan dan Banyaknya hari Hajan

Menurut Bulan Tahun 2017
Bulan Curah Hujan Jumiah Hari
(mrm} Hujan
1 | Jesmari 1,308 30
2 Februari 546 21
3 Maret 286 18
4 | Aprl 425 92
S Mei _ 117 26
6 |Jun 148 19
7 Juli 212 24
8 Agustus 3 3
9 September 4 3
10 Oktober 101 °
11 November 370 s
12 Desember 813 26
Rata-Rata Tahunan 354 18

Sumber : BMKG Kabupaten Maros, 2017



g. Penggunaan lahan di Kabupaten Maros

Tabel 2.9
Penggunaan Lahan di Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros

Penggunaan Lahan { Ha)

Hecamatan

1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | 9 10 11 12
T | Mandai 156600 | 780,17 | 4260 | 0,00 832,77 5,00 | 748,50 1581,27 | 68397 | 5.265,22
2| Moncongioe 734,00 123,39 | 5695 0,00 180,34 0,00 | 228,32 308,66 | 368,66 | 772,38
3| Maros Baru 834.00 171,00 0,06 | 6.60 TFI0 | 178,11 | 1.296,00 | 3.548,11 16,00 | 3.264.11
2| Marusu 1.196,00 0,00 | TOOL,80 1 181,00 | 127,80 | 1.360,44 000 | 563854 | 254,50 | 288774
5 | Turikale 575,00 5.0 500 0,00
5 [ Tau 2,259,00 | 2.023,85 | 151,01 0,00 | 2.174,86 0,00 | 267,19 | 244205 | 317,92 | 5.799.97
7| Bontoa 1.350,00 0,00 000 0,00 0,00 | 2.541,10 | 4.546,15 | 7.087.38 35,00 | 7.122,38
8 | Bantimurung 3.030,00 | 2.023,85 | 151,01 500 [ Z17486 0,00 | 267,19 244305 BFg2 | 275997
S | Simbang 2.054,00 | 1.368,00 | 38,00 0,60 6.00 5,00 5,00 T.404,00 | 3.641,00 | 5.045,00
10| Tanvalil 316,00 | 78500 | 873,00 | 0,00 165800 .00 | 2.264.06 | 300296 | 346,60 | 4.169,56
11 | Tompobuiu 5066,00 | B E09AG | 670,51 6,00 | 427991 0,00 | 167,00 | 444691 | 11680 | 561511
5 Camba 775,00 | 1.060,00 | 2.112,00 | 0,00 3.173,00 0.00 | 202,00 | 3.374,00| 6.457,00 ] 5.851,00
13" Cenrana 150500 | " 1.553,00 | 2.330,00 | 0,00 | 3.883,00 0,00 | 200,00  4.083,00 | 4.280,00 | 8.563,00
14| Maliawa 170,00 5,00 0,00 5.50
Jumiah 21.531,00 | 13.507,66 | 7.614,88 | 181,00 | 21.203,54 | 5.682,74 | 10.167,38 | 87.073,68 | 17.781,77 | 54.885,40

Sumber: BPS Kabupaten Maros 2017
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B. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian
wilayah KabupatenMaros yang penataan ruangnya diprioritaskan,
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten dibidang = ekonomi, social, budaya, dan/atau
lingkungan Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri
atas; Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi
(KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten {KSK).

1. Kawasan Strategis Nasional {KSN)

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros
adalahmerupakanKawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan
Kawasan Strategis Nasional dengan susut kepentingan ekonomi. Hal
tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah
Kabupaten Maros yang termasuk dalam kawasan Metropolitan
Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki
kepentingan dalam skala nasional.

2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
KawasanStrategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros
sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang
RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa :

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

% Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya komoditas beras
dan jagung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba,
sebagian  wilayahKecamatanBantimurung, sebagian wilayah
Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili,
sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah
Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu,
sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan
Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah
Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru,
sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah
Kecamatan Marusu;

kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan
unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak
diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah

.
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Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa,
sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan
Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah
Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian
wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai,
sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan
Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan
sebagian wilayah Kecamatan Marusu;

Kawasan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan Industri
Maros di Kecamatan Marusu; dan

Kawasanindustri Semen Bosowa terdapat
diKecamatanBantimurung;

b. KSP dari sudut kepentingan kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup, terdiri atas :

.
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Kawasan wisata bahari diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan
Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian
wilayah Kecamatan Bontoa;

Kawasan Hutan Lindung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan
Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian
wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Maliawa,
sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah
Kecamatan Tanralili, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
Kawasan penambangan kapur diarahkan di sebagian wilayah
Kecamatan  Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan
Cenrana,;

Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah
Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan
Simbang;

Kawasan Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung diarahkan
sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah
Kecamatan Cenrana; dan

KawasanKebun Raya Pucak diarahkan di sebagian wilayah
Kecamatan Tanralili.

3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

atas:

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri



a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka
rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Maros diarahkan pada:

+ Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;

» Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di
Mandai Kecamatan Kabupaten Maros;

« Kawasanpotensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir
Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan
Kecamatan Bontoa;

» Lawasan Minapolitan diKecamatan Bontoa, Kecamatan Lau,
Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;

+ Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;

+ Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;

+ Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di
Kecamatan Turikale;

+ Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di
Kecamatan Turikale;

« Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe,

« Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai;
dan

« Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.

b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya

di Kabupaten Maros meliputi;

« Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan
Pallantikang Kecamatan Maros Baru;

+ Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di
Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang; dan

+ Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte’ne Desa
TemmappaduaeKecamatan Marusu, Leppangkomae Desa
Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, dan Kelurahan Turikale
Kecamatan Turikale.

c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam Dan
Teknologi Tinggi
Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi
tinggi di KabupatenMaros, terdiri atas :



* Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) di Kecamatan Tompobulu; -

* Rencana pembangunan kawasan PLTHM di Mallawa;

* Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) di Kecamatan Bontoa,;

» Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan

» Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan
Kecamatan Simbang.

d. KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung

Lingkungan Hidup

Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah

Kabupaten Maros meliputi;

» Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan
Bantimurung;

+ Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa
Salukang Kallang Kecamatan Cenrana; dan

+ Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan
Mallawa.

* KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

e. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan
Keamanan, Terdiri Atas:

* Kawasan Lapangan Udara {LANUD} Hasanuddin di Kecamatan
Mandai;

» Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri 1L-433 Julu Siri di Sambueja
Kecamatan Simbang;

+ Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan
Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango
Kecamatan Tanralili.

Selaras dengan pengembangan kawasan tersebut di Kabupaten
Maros memiliki potensi sumberdaya alam yang pada dasarnya sangat
besar dalam mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Sumberdaya alam yang dimaksud adalah sumberdaya lahan,
sumberdaya air, sumberdayahutan dan sumberdaya mineral. Adapun
Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Maros sebagai berikut :

a. Potensi Pertanian
¢ Potensi Pertanian Tanaman Pangan
Perkembangan sub sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten
Maros selama Tahun 2013 mengalami kenaikan. Berdasarkan data
yang diperoleh komoditi yang dominan dikembangkan meliputi;



padi sawah menempati areal dengan jumlah produksi 29.569,16
ton. Sedangkan komoditi yang paling rendah produksinya adalah
kacang hijau dengan jumlah produksi sebesar 65,08 ton.

Tabel 2.10
Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Maros

Jenis Komoditi Produksi (Ton) Produktivitas (%)}

1 Padi Sawah 29.569,16 62,62
2 Padi Ladang 1.895,20 59,88
3 Jagung _ 2.483,22 56,08
4 Ubi Kayu 2.036,68 158,62
5 Ubi Jalar 399,87 140,80
6 Kedelai 847,73 26,08
7 Kacang Tanah 258,93 18,81
8 Kacang Hijau 65,06 14,82
Jumlah 37.555,85

Sumber ; Dinas Pertanian Kabupaten Maros, 2017

Potensi Sektor Tanaman Hortikuitura
Jenis komoditi yang dikembangkan pada sub sektor tanaman
hortikultura sayuran antara lain: petsai, cabe dan bawang merah
dan hortikultura buah-buahan meliputi: mangga, durian, jeruk,
pisang, pepaya dan nanas.

Tabel 2.11

Luas Tanam dan Produksi Sektor Tanaman Hortikultura
Sayuran dan Buah-Bnahan di Kabupaten Maros

Jenis Komoditi

Produksi {Ton)

Luas Panen (Ha)

1 Petsai 49,20 27
2 Cabe 3.553.40 495
3 Tomat 1.199.,30 132
4 Kacang Panjang 252,00 93
5 Ketimun 321,00 67
6 Labu Siam 223,30 63 _
.5 877

1 | Mangga 998,

2 | Durian 36,10

3 | Jeruk 159,00

4 | Pisang 254,80

5 | Pepaya 34,80

6 | Nanas 21,50
Jumiah 1.494,90

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017

b. Potensi Sektor Perkebunan
Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Maros berdasarkan
data yang diperoleh,menunjukkan bahwa produksi hasil perkebunan
mengalami kenaikan untuk keseluruhan jenis komoditi.Komoditi



perkebunan yang dominan dikembangkan adalah jenis tanaman kemiri
dengan jumlah produksi 3.675,40 ton.

Tabel 2.12
Produksi Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Maros

Jenis Komoditi

Produkst (Toen)

Luas Tanam [Ha)j

1 Kelapa Dalam 250,8 979
2 Kelapa Hibrida 15,3 69
3 Kopi 95,2 422
4 Kakao 670,6 1.657
5 Lada 15,1 92
6 Jambu Mete 55,1 1.897
7 Kapok 28,4 110
8 Kemiri 3.675,40 9.568
9 Aren 91,30 297
10| Cengkeh 2,70 69
Jumlah 5.150,70 15.160

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

¢. Peternakan
Sektor perternakan yang dikembangkan masyarakat di Kabupaten
Maros terdiri atas jenisternak besar dan ternak unggas. Berdasarkan
data yang diperoleh jenis ternak besar yang dominan di kembangkan
adalah ternak sapi potong dengan jumliah populasi 69.944 ekor.
Sedangkan ternak unggas yang dominan di kembangkan adalah ayam
pedaging dengan jumlah populasi 11.046.375 ekor,

Tabel 2.13
Jumlah Populasi Ternak, Ternak Yang Dipotong Kabupaten Maroz

Yang Dipot"o"ng .

No Jenis Ternak Jumlah Populasi

{Ekor) {ekar])
1 | Sapi Potong 69.944 2,292
2 Kerbau 2.632 27
3 | Kuda 5,636 356
4 | Kambing 23.171 2.432
5 | Babi 729 Q

Jumlah
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Maros, 2017

Tabel 2.14

Jumlah Populasi Unggas dan Produksi Telur di Kabupaten Maros
Produkei Telur

Jenis Ternak Jumlah Popuiasi

{Ribu Ekor}

Kg)

1 Ayam Kampung 788.989 -

2 Ayam Petelur 278.576 2,505.791

3 Ayam Pedaging 11.046.375 495.325

4 Itk 290.386 66.497

5 Manila 18.172 1.756.768
Jumlah 12.422.498 4.824.381

Sumber : Dinas Petermakan Kabupaten Maros, 2017
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d. Kehutanan
Sumberdaya hutan yang terdapat di Kabupaten Maros antara lain
hutan lindung, hutan produksi biasa, hutan produksi terbatas dan
hutan utuk taman nasional. Sumberdaya hutan tersebut merupakan
potensi sektor kehutanan KabupatenMaros yang memeriukan
penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestariannya.

< Sebaran Luas Hutan Produksi Biasa

.
3

Sebaran luas hutan produksi biasa di Kabupaten Maros terdapat di

6 (Enam) wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Bantimurung,

Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu,

Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa.
Tabel 2.15

Sebaran Luas Hutan Produksi Biasa di Kabupaten Maros
Dirinci Meaurut Kecamatan

Kecamatan Luas (Ha) Persentase %}

1 | Bantimurung 93,82 0,61

2 | Simbang 561,14 3,65

3 | Tanralili 542,68 3,53

4 | Tempobulu 10.022,18 65,23

5 | Cenrana 1.672,14 10,88

6 | Mallawa 2.472,53 16,09
Jumlah 15.364,49 100,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa lzas hutan produksi biasa
di Kabupaten Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di
Kecamatan Tompobulu dengan luas 10.022,18 Ha atau 65,23 % dari total
Iuas huta produksi biasa. Sedangkan sebaran luas hutan produksi biasa
terkecil berlokasi di Kecamatan Bantimurung dengan luas 93,82 Ha {0,601
%).

Sebaran Luas Hutan Produksi Terbatas

Sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Maros terdapat di 4
(empat) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tompobuli, Kecamatan
Camba, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Mallawa.

Tabel 2.16
Sebaran Luas Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Maros
inci Menurut oatan

Kecamatan Luas {Ha) Persentase (90}

1 Tompubiilu 1.321,14 20,53
2 | Camba 1.283,13 19,94
3 | Cenrana 2.243,75 34,87
4 | Mallawa 1.586,11 24,65
Jumilah 6,434,13 100,00

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunon Kabupaten Maros, 2017
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Data diatas menunjukkan bahwa luas hutan produksi terbatas di
Kabupaten Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di
Kecamatan Kecamatan Cenrana dengan luas 2.243,75 Ha atau
34,87 % daritotal luas hutan produksi terbatas di Kabupaten
Maros. Sedangkan sebaran luas hutan produksi terbatas terkecil
berlokasi di Kecamatan Camba dengan luas 1.283,13 Ha atau
19,94 %. Sedangkan untuk produksi kehutanan di Kabupaten
Maros berdasarkan data yang diperoleh, terdiri kayu bulat dan
kayu gergajian. Produksi kayu bulat Kabupaten Maros pada tahun
2013 mencapai 839.149 m3, sedangkan kayu gergajian mencapai
4.716.450 m3 .

Tabel 2.17
Potensi Produksi Sektor Kehutanan di Kabupaten Maros
Dirinei Menurut Kecamatan

Jumlah
Kecamatan Potenzi Kchutanan (M2)
1 Mandai -
2 Moncongloe -
3 Maros Baru -
4 Marusu -
5 | Turikale
6 Lau
7 Bontoa -
8 | Bantimurung -
9 Simbang -
10 | Tanralii -
11 | Tompobulu Getah Pinus -
12 | Camba Kayu Rimba Campuran/Jati, Getah Pinus 280
13 | Cenrana Getah Pinus -
14 | Mallawa Kayu Rimba Campuran/Jati, Getah Pinus 580
Jumlah 860

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2017

¢ Sebaran Luas Hutan Lindung
Sebaran luas hutan lindung di Kabupaten Maros terdapat di tujuh

{7)

wilayahkecamatan
kecamatan Bantimurung,

yaituKecamatanLau,KecamatanBontoa,
Kecamatan Simbang,

Kecamatan

Tompobulu, Kecamatanan Cenrana dan Kecamatan Mallawa.



Tabel 2.18
Sebaran Luas Hutan Lindung di Kabupaten Maros
Meumt Kecamatan

Kecamatan iunas {Haj Persentase (%)
1 Lau 86,59 0,59
2 Bontoa 322,64 2,20
3 Bantimurung 2.416,89 16,54
4 Simbang 16,41 0,11
5 Tompebulu 6.222 .02 42.58
) Cenrana 4.971,67 34,02
7 | Mallawa 574,46 3,93
Jumilah 14.610,88 100

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2017

Data diatas menunjukkan bahwa luas hutan lindung di Kabupaten
Maros yang memiliki sebaran terbesar berlokasi Kecamatan
Tompobulu dengan luas 6.222,02 Ha atau 42,58 % dari total luas
hutan lindung di kabupaten Maros. Sedangkan luas hutan lindung
terkecil terdapat di Kecamatan Lau dengan luas 86,59 Ha atau 0,59
%.

< Sebaran Luas Hutan Taman Nasional
Sebaran luas hutan taman nasional di Kabupaten Maros terdapat
di 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bantimurung,
Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa,
Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu. Sebaran luas hutan
taman nasional di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan tabel
berikut.
Tabel 2.19

Sebaran Lunas Hutan Taman Nasional di Kabupaten Maros
Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan Luas (Ha) Persentase (7o

1 Bantirmurang 7.616,84 25,69
2 Camba 3.020,18 10,19
3 Cenrana 2.704,16 9,12
4 Mallawa 10.438,10 35,20
3 Simbang 4.647,62 15,67
6 Tompobulu 1.223,88 4,12

Jumliah 29.650,79 100

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mares, 2017

% Densitas dan Produksi Hasil Hutan




Produksi hutan wilayah Kabupaten Maros terbatas pada beberapa
jenis hasil hutan, seperti getah pinus, kayu rimba
campuran/jati.Jenis hasil produksi hutan tersebut berada di
kawasan hutan produksi yang ada di Kecamatan Camba,
Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan
Tompobulu.Jumlah produksi hutan yang ada di Kawasan Hutan
Kabupaten Maros tersebut sekitar 860 M3. Hasil-hasil hutan
tersebut merupakan bahan baku dari beberapa industri kayu yang
ada di Kawasan Industri Makassar dan Maros, sementara itu hasil
hutan berupa getah pinus dipasarkan keluar wilayah/ekspor.

e. Perikanan dan Kelautan
Usaha perikanan yang dikembangkan dan dikelola masyarakat di
Kabupaten Maros terdiri atas, perikanan laut dan perikanan darat.
Sesuai data yang diperoleh usaha perikanan yang dominan
dikembangkan masyarakat adalah usaha perikanan laut dengan
jumiah produksi sebesar 18.381,17 ton.




Tabel 2.20
Produksi Usaha Perikanan Masyarakat di Kabupaten Maros

Jenis Perikanan

Kecamatan

1 Mandai - - 2,90 81,50 1,70 0,50

2 Moncongloe - - 0,80 - 0,90 0,20
3 Maros Baru 170,00 14,50 70,00 2.142,40 24,50 -
4 Marusu 1.387,40 65,50 2,20 2.064,70 3,30 -
5 Turikale - - 8,10 153,90 9,10 -
6 Lau 271,20 57,40 0,20 1.593,80 0,30 -
7 Bontoa 12.681,40 309,40 - 2.957,40 - -
8 Bantimurung - - 16,60 99,60 16,90 -
9 Simbang - - 1,50 - 1,70 0,10
10 | Tanralili - - 40,00 - 36,20 3,00
11 | Tompobulu - - 20,90 - 30,90 -
12 | Camba - - 8,60 - 17,80 -
13 | Cenrana - - 1,10 - 1,60 9,00
14 | Mallawa - - 3,80 - 4,60 -
jumlab 14.510,00 446,80 176,70 9.093,30 12,80 12,80

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maros, 2017
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f. Energi dan Sumberdaya Mineral
Pertambangan dan galian yang terdapat di Kabupaten Maros terdiri
dari jenis tambang galian golongan C dan beberapa jenis potensi
tambang mineral lainnya.

Tabel 2.21
Potensi Jenis Tambang di Kabupaten Maros

Potensi Jenis Tambang

Lokasi

. Kecamatan Marusn daerah Patene dan
1 | Tanah Urug/Timbunan sekitarnya
Kecamatan mandai, tanralili, Monconglee
2 | Tanah Uruq/Timbunan daerah Bontomatene (lokasi pembuangan
sampah) dan Mencongloe
Sebaran Batuan Beku Basalt, Trakhit, i
3 | Diorit, Andesit, Granit Kemungkinan Zona | 5ovomatan Tanrall Desa harapar, Bulu
Mineralisasi ajang, buiu Tiga dan Bulu Bogo
. . Kecamatan Turikale, Maros Baru
4 | Pasir Sung {Sepanjang Alur Sungai Maros)
. . Kecamatan Turikale, Tanralili, Tompobulu
5 | Pasir dan Batu Sungai (Sepanjang Alur Sungai Marusu)
Zona Mineralisasi {besi, galena dan chromit I
6 | dengan batuan basalt, intrusi diorit, Recamatan Tant alili, Simbang daerah
trakhit, andesit dan granit) aya
Zona mineralisasi yang menunjukkan
sebaran potensi logam dasar dan
7 | kemungkinan logam mulia dengan batuan mﬂ :mp:lg.ir.ll:l danOCen.rana
penyusun basalt, diorit, dasit, trakhit, pp dakk
andesit dan granit
Batu Gamping dimanfaatkan sebagai .
8 bahan pembuatan industri marmer Kecamatan Bontoa, Lau dan Bantimurung
Ba]tu G1am] ping untu?c bahan baku men, Kecamatan Bontoa dan Bantimurung lokasi
%1k industri marmer, keramik, Bulu Makbulzaeng dan Bulu Amma; e
bahan baku batu pecah/pondasi Sangeng
Batu Gamping untuk bahan baku industri . .
10 | marmer, keramik dan bahan balku batu g:;:a;natan] BBa.z)tmlurung lokasi daerah
pecah/pondasi U / sunggu
Batu Gamping untuk bahan baku industri
11 | marmer, keramik, bahan baku batu Kecamatan Simbang daerah sambueja
pecah /pondasi
Batuan Beku yang mengindikasilcan
mineralisasi logam (chromit besi) dengan :
12 | L adar rendah jenis batuan diorit, dasit, Kecamatan Cenrana daerah Pattiro
basalt, granit, trakit dan andesit
Material pasir dan batu pada alur sungai :
13 | yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ﬁ;am.alt’:;l ;Z?enrana daerah S ta atur
bangunan dan bahan pembuat cipping gal Laly
Zona intrusi yang kemungkinan terbentuk
mineral-mineral logam seperti besi,
chromit, galena bahkan logam mulig, :
14 | didominasi oleh basalt, andesit, trkhit, Kecamatan Cenrana dacrah Laiya
diorit dan terdapat sebaran batu bara
formasi Camba
Zona Mineralisasi yang dibawa oleh intrusi
15 | basalt, trakhit dan diorit dan kemungkinan | Kecamatan Camba
terbentuk mineral logam dan logam mulia
Sebaran Formasi Mallawa yang terdapat Kecamatan Mallawa (daerah Watang
16 | batu bara, lokasi intrusi batuan beku Mallawa, Batumadenring, Pangisoreng dan
kemungkinan zona mineralisasi logam Tellempanuae}

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, 2017
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C. WILAYAH RAWAN BENCANA

Potensi bencana alam merupakan salah satu fenomena alam

yang dapat terjadi dalam suatu wilayah, potensi bencana alam yang
diidentifikasi dapat terjadi di lihat dari kondisi wilayah. Kondisi
wilayah Kabupaten Maros terdiri dari wilayah dengan topografi > 45%,
terdapat daerah resapan air dan kawasan perkotaan yang setiap
tahun mengalami banjir perkotaan. Potensi bencana alam di
Kabupaten Maros diuraikan sebagai berikut :

1.

2.

3.

Potensi Bencana Alam Tanah Longsor (Erosi)

Potensi bencana alam tanah longsor (erosi) yang terdapat di
wilayah Kabupaten Maros umumnya terjadi pada wilayah dengan
kemiringan topografi >45% dengan kondisi hutan yang sudah
mengalami penggundulan yang disebabkan oleh peladang yang
berpindah-pindah dan penebangan liar.Wilayah Kabupaten Maros
yang diidentifikasi rawan terjadi bencana alam tanah longsor
berlokasi di Kecamatan Bantimurung, Cenrana, Camba, Bontoa,
dan Tompobulu.

Potensi Bencana Alam Tsunami dan Abrasi Pantai

Potensi bencana alam tsunami & abrasi pantai merupakan
bencana alam yang dapat terjadi terutama pada wilayah-wilayah
yang memiliki wilayah pantai ataupun pesisir.Potensi bencana alam
tsunami dan abrasi pantai di Kabupaten Maros berlokasi di
Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, dan
Kecamatan Marusu.Oleh karena itu maka perlu dibuatkan jalur
evakuasi guna meminimalisir korban jiwa pada wilayah pesisir dan
pantai Kabupaten Maros.

Potensi Bencana Alam Banjir

Potensi bencana alam banjir umumnya terjadi di wilayah
perkotaan Kota Maros.Bencana alam banjir tersebut disebabkan
oleh kondisi drainase perkotaan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis sistem jaringan drainase {ukuran maupun
dimensi}, ketidak mampuan drainase menampung luapan air yang
disebabkan oleh air hujan, kondisi drainase yang telah rusak dan
mengalami sedimentasi serta penyebab lainnya.Potensi bencana
alam banijir di Kabupaten Maros berlokasi Kecamatan Maros Baru,
Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung,
Kecamatan Marusu, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Simbang.
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Tabel 2.22
Potensi Bencana Alam di Kabupaten Maros

Jenis Bencana .
Lokasi

Alam
Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana,
Tanah
1 Longsor,/Erosi Kecamatan Camba, Kecamatan Bontoa, dan
Kecamatan Tompobuiu.
Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau,
5 | Baniir Kecamatan Bontoa, Kecamatan Bantimurung,
J Kecamatan Marusu, Kecamatan Turikale, dan
Kecamatan Simbang.
3 Tsunami/Abrasi Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan
Pantai Maros Baru, dan Kecamatan Marusu.

Sumber ;: RTRW Kabupaten Maros, 2017

D. DEMOGRAFI
1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2017 yakni
339.300 jiwa.Jumlah penduduk terbanyak ada pada Kecamatan
Turikale dengan jumlah penduduk 43.778, sementara kecamatan
dengan penduduk terbanyak kedua yaitu Kecamatan Mandai,
dengan jumlah penduduk sebanyak 38.224 jiwa.Untuk kecamatan
dengan jumlah penduduk terkecil ada pada Kecamatan Mallawa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan

1 Mandai 38.2249 11,27
2 Moncongloe 18.476 545
3 Maros Baru 25.599 7,54
4 Marusu 26.752 7,88
5 Turikale 43.778 12,90
6 Lau 25.827 7,61
7 Bontoa 27.884 8,22
8 Bantimurung 29.548 8,71
9 Simbang 23.419 6,90
10 | Tanralili 25,828 7,61
i1 Tompobulu 15.027 4,43
12 Camba 13.164 3,88
13 Cenrana 14.4285 4,25
14 Mallawa 11.346 3,34
Jumlah 339.300 100,00

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017
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GambarDtagramPersentase Jubdah Penduduk .d.i.f(aﬁuﬁdten Ma;'os Tahun 2017

Pada diagram diatas diketahui persentase jumlah penduduk
terbesar berada di Kecamatan Turikale dengan persentase 12,90,
Kecamatan Mallawa memiliki persentase terkecil, hanya 3,34% dari
jumlah penduduk di Kabupaten Maros.

2. Estimasi Perkembangan Penduduk

Adapun perkembangan penduduk di Kabupaten Maros jika
ditinjau secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup
baik. Perkembangan Kabupaten Maros ini sangat dipengaruhi
angka kelahiran, kematian, migrasi datang dan migrasi keluar serta
& faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti factor lingkungan dan

faktor keluarga misalnya.Adapun perkembangan jumlah penduduk
Kahupaten Maros dari data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir
yaitu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabelberikut.

L]

Tabel 2.24
Perkembangan Jumlah Pendnduk Kabupaten Maros 5 Tahun Terakhir
Tahun Jumiah {Jiwa) Pertambahan (Jiwa}

1 2013 322.212 -

2 2014 327.998 5.786

3 2015 331.796 3.798

4 2016 335.596 3.800

5 2017 339.300 3.704
Rata-rata 331.380 4.272

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2017

i)
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013
jumlah penduduk di Kabupaten Maros sebanyak 322.212 jiwa
kemudian mengalami penambahan sebanyak 5.786 jiwa sehingga
pada tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 327.998 jiwa, pada tahun
2015 jumlah penduduk kembali bertambah 3.798 jiwa sechingga
menjadi 331.796 jiwa, kemudian pada tahun 2015 mengalami
pertambahan sebanyak 3.800 jiwa. Sehingga jumiah penduduk
menjadi 335.596 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2016.
Persentase perkembangan penduduk 5 tahun terakhir di Kabupaten
Maros, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar Grafik Perkembangan Penduduk di Kabupaten Maros5 Tahun Terakhir
Berdasarkan gambar grafik, terlihat bahwa jumlah penduduk di

Kabupaten Maros tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan tiap
tahunnya.

3. Kepadatan Penduduk

Adapun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi
yaitu di Kecamatan Turikale dengan kepadatan 1.462,68 Jiwa/Km?,
terdapat 43.778 Jiwa dengan luas wilayah 29,93 Km2. Untuk
besaran kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tiap-tiap
Kecamatan yang ada pada kecamatan tersebut, lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.

Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk
terjadi secara tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola
penyebaran penduduk di Kabupaten Maros secara umum
terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan Kkota.
Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut
kecamatan di Kabupaten Maros pada Tabel berikut :
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Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan

Tabel 2.25

Desa/Kelurahan Pe{‘;f::}““ [II;‘:S} (ij“‘:‘:f;z“]
1 Mandai 38.224 49,11 778,33
2 Moncongloe 18.476 46,87 394,19
3 Maros Baru 25.599 53,76 476,17
4 Marusu 26.752 53,73 362,35
S Turikale 43.778 29,93 1.462,68
6 Lanu 25.827 73,83 480,68
7 Bontoa 27.884 93,52 208,16
8 Bantimurung 29.548 173,70 170,11
9 Simbang 23.419 105,31 222,40
10 | Tanralili 25.828 89,45 288,74
11 Tompobulu 15.027 287,66 52,24
12 Camba 13.164 145,36 90,56
13 [ Cenrana 14.428 180,97 79,73
14 | Mallawa 11.346 235,92 48,09

Jumiah 339.300 1619,12 209,56

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2016

Gambar

Digram Persentase Kepadatan Penduduk

= .

rut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2017
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Dapat dilihat pada gambardi atas, bahwa persentase
kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kabupaten Maros berada
pada Kecamatan  Turikale dengan  persentase 2,108%,
dimanaKecamatan Turikale ini merupakan pusat kota di Kabupaten
Maros. Untuk kecamatan yang mempunyai kepadatan terendah
berada pada Kecamatan Mallawa dengan persentase 0,92 %.

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang ada di 14
wilayah kecamatan di Kabupaten Maros turut mempengaruhi
struktur kehidupan masyarakat secara umum. Jikapertumbuhan
jumlah penduduk dalam keadaan konstan akan mengakibatkan
berlakunya hukum ekonomi (supply and demand} terutama yang
tergolong dalam usia kerja. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Maros
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dirinei Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros

Desa/Kelurahan

Laki-laki
{Jiwaj

Perempuan
(Jiwa)

Jumlah
(jiwa)

1 Mandai 18684 19540 38.224
2 Moncongloe 9015 19461 18.476
3__| Maros Baru 12536 13063 25.599
4 | Marusu 13220 13532 26.752
5 | Turikale 21165 22613 33.778
6 Lau 12632 13195 25.827
7 Bontoa 13659 14225 27.884
8 Bantimurung 14263 15285 29.548
9 | Simbang 11291 12128 23.419
10 | Tanralili 12090 12738 25,828
11 | Tompobuiu 7395 7632 15.027
12 | Camba 6428 6736 13.164
13 Cenrana 7036 7392 14,428
14 | Mallawa 5467 5879 11.346

Jumlah 165.881 173.419 339.300

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2017

Pada tabel di atas, jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat

di Kecamatan Turikale dengan 21.165 jiwa sementara paling sedikit
berada di wilayah Kecamatan Mallawa dengan 5467 Jiwa. Sementara
itu, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan terbanyak
berada di Kecamatan Turikale dengan 22.613 jiwa. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar
Diagram Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat persentase jumlah penduduk
terbesar di Kabupaten Maros yaitu di Kecamatan Turikale dengan
persentase jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12,76% dan
penduduk perempuan sebanyak 13,04%.

S. Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah kepala keluarga (KK} yang ada di 14 wilayah
kecamatan di Kabupaten Maros pada dasarnya adalah jumlah
rumah tangga yang berdiam atau menempati perumahan dan
permukiman. Jumiah kepala keluarga tersebut dapat dilihat dalam
penjelasan tabel di bawah ini.




Tabel 2.27
Jumlah Kepala Kelnarga/Rumah Tangga di Kabupaten Maros
Dirinci Menurut Kecamatan

Jumtah Pentiﬁ.duk Jumlah Rumah Parsentase

Kecamatan

{Jiwa) Tangga (Jiwa} (%)

bl

1 | Mandai 38.224 7.645 11,27
2 | Moncongloe . 18.476 3.695 5,45
3 | Maros Baru 25.599 5.120 7,54
4 Marusu 26.752 5.350 7,68
5 | Turikale 43.778 8.756 12,90
6 | Lau 25.827 5.165 7.61
7 | Bontoa 27.884 5.577 8,22
8 | Bantimurung 29.548 5.910 8,71
9 Simbang 23.419 4.684 6,90
10 | Tanralili 25.828 5.166 7,61
11 | Tompobulu 15.027 3.005 4,43
12 | Camba 13.164 2.633 3,88
13 | Cenrana 14.428 2.886 4,25
14 | Mallawa 11.346 2.269 3,34
Jumlah 339.300 67.860 100,00

Sumber : Kabupatert Maros dalam Angha 2017
6. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kab. Maros pada
Tahun 2015 berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk
tersebut, yang menjadi pengangguran berjumlah 10.907 jiwa. Dari
seluruh penduduk angkatan kerja di Kabupaten Maros, dan
terdapat 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja.

Tabel 2.28
Jumiah Penduduk Berumuar 15 Tahun Keatas Mennrut Jenis Kegiatan dan
Jenis Kelamin Di Kabupaten Maros, Tahun 2017

Ive

an

Kegiatan Kerja 96.408 155.988
Bekerja £9.383 55.698 145.081
Pengangguran Terbuka 7.025 3.882 10,907
Bukan Angkatan Kerja 18.636 65.220 83.856
Sekolah 8.693 8.831 17.524
Mengurus Rumah Tangga 4,145 51.865 56.101
Lainnya 5.798 4.524 10.322
Jumlah 115.044 124.800 239.844

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 83,8 47,74 65,04

Tingkat Pengangguran 7,29 6,52 6,99

Sumber : Kabupaten Mares dalam Angka 2017

o
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E. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB}
1. Pertumbuhan PDRB

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya
produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik
regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan
dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa
tahun teakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data
primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi
Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data
sekunder).

Strukturperekonomiandisuatudaerahdicerminkanolehkontribu
si/peranan nilai tambah masing-masing sector terhadap total
PDRB, pergerekan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang
sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat
memegarihi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami
perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari
target pada RPJMD Kabupaten Maros. Tercatat ekonomi Kabupaten
Maros tumbuh rata-rata 7,68 Persen. Adapun peningkatan PDRB
ADHK dan ADHB juga mengalami peningkatan namun tidak
mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Maros.




Tabel 2.29
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurnt Lapangan Usaha

ﬁmvmnmpﬂ Usaha

di Kabupaten Maros{miliar rupiah}, 2014-2017

2014

2015

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1803 118,06 1 862 018,85 2116 114,90 2 397 906,36
B Pertambangan dan Penggalian 584 048,71 702 996,87 906 062,39 986 032,37
C Industri Pengolahan 1 989 684,80 2294 923,28 2 762 351,16 3 092 591,45
3] Pengadaan Listrik dan Gas 6 931,44 6 964,04 7 891,64 6 419,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 11 010,81 12 197,43 12 785,77 13 308,63
Ulang
F Konstruksi 520 994,24 688 764,32 764,32 807 968 500,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 317 691,77 348 654,07 38593541 434 671,68
Sepeda Motor
H Transportasi dan Perpudangan 4 025 870,53 4773 774,70 5 264 809,31 6 296 362,79
1 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 35 219,76 349 574,08 45 174,90 49 655,04
J Informasi dan Komunikasi 133 431,04 144 358,33 148 748,89 163 111,31
K Jasa Kenangan dan Asuransi 161 957,68 161 957,68 193 405,96 208 219,07
L Real Estate 152 040,49 165 400,27 177 607,95 190 928,55
M.N Jasa Perusahaan 2 969,07 3 508,17 3 850,74 4 235,81
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 404 583,85 430 007,02 483 392,56 569 042,27
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 172 384,36 192 847,40 208 803,52 229 723,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 66 853,25 75 064,22 89 434,46 101 060,94
RSTU | Jasa lainnya 39 871,38 43 802,21 49 083,31 55 464,15
Produk Dormestik Regional Bruto 10 428 661,24 11966 918,04 13 662 536,71 15 767 633,66

Gross Regional Domestic Bruto

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017
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Tabel 2.30

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha

2014

&. N.mv:wﬂng Maros (miliar .-.—.-.wg.. nn.wmwnoaq

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 563 805 1 601 405 1 749 999 1 888 856
B Pertambangan dan Penggalian 557 478 624 609 736 331 828 871

c Industri Pengolahan 1818 384 1967 109 2 337 241 2 586 446

D Pengadaan Listrik dan Gas 7 248 7 933 9 229 8 342

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9 892 10 492 10 492 10 873

F Konstruksi 462 963 535 777 573 017 627 453

N NMHMWM%MH m“amwﬂmwwﬂ 308 211 326 539 354 446 371947
H Transportasi dan Pergudangan 3 269 958 3441355 3161030 3 407 383

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 30955 32908 34 749 37141

J Informasi dan Komunikasi 131 938 140 732 143 701 153 273

K Jasa Keuangan dan Asuransi 135 374,30 142 167,80 147 007,27 153 617,93

L L. Real Estate 138 612,89 144 706,05 150 430,95 158 704,65
M.n | Jasa Perusahaan 2 404,12 2 541,52 2 621,64 2 705,53
0 w%%ﬂaﬁﬁ“ﬁ siad Wagib 351473,53 | 361658,82 | 37400244 | 39977304

P Jasa Pendidikan 160 282,20 171 578,23 174 907,32 | 180 154,54

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 59 220,92 63 927,35 69 991,73 76 290,99
RSTU | Jasalainnya 36 314,11 36 822,90 37 714,20 39 222,77
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto 9044 514,02 | 9 612 262,47 10 067 10931

224,82 054,31

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2017

[ ]
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2. Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi Sektor Industri terhadap ekonomi Kabupaten Maros

yaitu:

* Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2017
mencapai angka 8,58% naik sebesar 4,21 dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya sampai pada angka 4,73%.

» Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Maros terhadap PDRB
Tahun 2017 sebesar 19,62%

» Jumlah Perusahaan industri kecil dan menengah Tahun 2017
sebanyak 185 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.749
orang.

+ Nilai produksi dari sektor Industri Tahun 2017 sebesar Rp. 205
Milyar lebih.

F. TRANSPORTASI :
Total panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Maros
berdasarkan kewenangannya sepanjang 971, 78 km dimana
pengelolaannya utuh berada di Pemerintah Kabupaten Maros.

Tabel 2.31
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang
Kabupaten Maros

merintah yvang Berwenang Mengelola
Kecamatan £ g &

1 Mandai 55,20 55,20
2 Moncongloe - - 44,18 44,18
3 Maros Baru - - 35,98 35,98
4 Marusu - - 34,85 34,85
5 Turikale - - 54,70 54,70
6 Lau - - 12,34 12,34
7 Bontoa - - _ 67,09 67,09
8 Bantimurung - - 52,09 52,09
9 Simbang - - 82,64 82,64
10 Tanralili - - 96,62 96,62
11 Tompobulu - - 125,97 125,97
12 Camba - - 108,84 108,84
13 Cenrana - - 75,36 75,36
14 Mallawa - - 125,92 125,92
Jumiah - - 971,78 971,78

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017

Total panjang jalan berdasarkan jenis permukaan jalan di
Kabupaten Maros yaitu aspal sepanjang 518,25 km, tidak diaspal
430,63, lainnya 22,92 km dan berdasarkan kondisi jalan yaitu Jalan
dalam kondisi baik sepanjang 393,87 Km, kondisi sedang sepanjang
322,55 Km, kondisi rusak sepanjang 189,75 Km dan rusak berat
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sepanjang 65,63 km, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.32
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan
Jenis PermukaanKabupaten Maros

Jenis Permukaan Jalan
Kecamatan

1 Mandai 38,32 79,56
2 Moncongloe 27,75 16,03 0,40 44,18
3 Maros Baru 33,78 1,00 1,20 35,98
4 Marusu 24,88 9,33 0,65 34,86
5 Turikale 47,51 3,02 4,17 54,70
6 Lau 10,32 0,00 2,02 12,34
7 Bontoa 45,58 18,81 2,70 67,09
8 Bantimurung 40,24 9,65 2,20 52,09
9 Simbang 53,30 28,35 1,00 82,65
10 | Tanralili 46,55 49,72 0,35 96,62
11 Tompobulu 44,88 81,09 - 125,97
12 Camba 36,71 71,83 0,30 108,84
13 Cenrana 36,44 38,58 0,34 75,36
14 Mallawa 31,99 93,66 0,27 125,92
Jumiah 318,25 430,63 22,92 971,80

Sumber; Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017

Tabel 2.33
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisl Jalan
Kabupaten Maros

Kondisi Jalan

Kecamatan

1 Mandai I 26,67 17,50

2 Moncongloe 26,85 8,83 8,30 -

3 Maros Baru 28,80 7,18 0,00 -

4 Marusu 24,88 4,60 5,38 -

5 Turikale 20,48 28,78 5,44 -

6 Lau 1,80 8,80 1,74 -

7 Bontoa 44,59 17,70 4,80 -

8 Bantimurung 44,84 1,00 4,60 1,65

9 Simbang 51,30 11,35 11,690 8,40

10 Tanralili 46,40 36,22 14,00 -

11 Tompobulu 24,47 18,76 43,14 39,60

12 Camba 19,38 65,44 14,17 9.85

13 Cenrana 4,80 51,57 18,99 -

14 Mallawa 28,61 44,82 46,36 -
Jumlah 393,87 322,55 189,75 65,63

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, 2017
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G. SEBARAN INDUSTRI KABUPATEN MAROS
1. Jumlah Sebaran IKM Kabupaten Maros

Sepanjang tahun 2017 jumlah unit usaha industri di Kabupaten
Maros tercatat sebanyak 483 unit. Jumlah tenega kerja terserap di
sector industri pengolahan di Kabupaten Maros pada tahun 2017
sebanyak 1.807 jiwa, 221 industri merupakan industri makanan,
minuman dan tembakau. Tenaga kerja paling banyak terserap yaitu
pada industri semen dan barang lain bukan logam. Subsektor
industri pengolahan memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai
tambah sector industri pengolahan di Kabupaten Maros adalah .

Tabel 2.34

Jumiah Industri dan Tenaga Kexja Menurut Jenisaya
di Kabupaten Maros

1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 221 384

2 | Tekstil, Barang, Kulit, dan Alas Kaki 14 17

3 | Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 97 202

4 | Kertas dan Barang Cetakan 26 13

5 | Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 8 15

6 | Semen dan Barang lain Bukan Logam 19 1.054

7 | Logam dasar besi dan baja 16 82

8 Alar anglkutan, mesin dan peralatan 79 20

9 Barang lainnya 3 20
Jumlah 483 1.807

Sumber : Statistik Kabupaten Maros, 2017

LA

Gambar PDRB Sektor industri Kabupaten Maros




a Sebaran IKM di Kecamatan

NO

NAMA PERUSAHAAN

Marus

DESA/KELURAHAN

SOOTonThn

1 CV.AGRO MANDIRI LESTARI Temmappaduae Tongkol jagung

2 | GUGI GAUTAMA Maccopa Servis Mobil 6 - 5 Unit 864

3 | USAHA HJ. NURASIA Pa'bentengan Pengupasan Kopi - 2 Unit 100 Ton

4 | posammamn TN GAN Temmappadue lrpk Jagung Tepung 300 215 Unit 1000 Ton
5 mﬁggpgpu Temmappaduae Pemb. Arang 5 - 5 Unit 50 Ton/thn
6 SERI;!(:I;I f A TUNGGAL Temmappaduae Kapur 24 - 750.000 bh | 1.440.Ton/thn
7 | BENGKEL AZZURAH MOTOR Ma'rumpa Bengkel & Spare Part 2 - 2 Unit 1000 bh
8 | CV.Duo Tirta Jaya Abadi Marumpa Minum Rasa bh 2 3 Unit 7000 pak
9 | UD. LOGAM JAYA Pa'bentengan Alat Dapur & Logam 5 5 3 Unit 62500 bh
10 | RESKI COLETION Abbule sibatang Tempat Tas, Sepatu - 25 1 Unit 40 bh
11 | PENG. PADI Abbulo sibatang Peng. Padi 2 - 1 Unit 5000 ton
12 | PENG. PADI Pampangan Peng. Padi 2 - 1 Unit 400 ton
13 | PENG. PADI Pampengan Peng. Padi 1 - 1 Unit 300 ton
14 | BKL. DG. MUTING Pampangan Servis Motor 2 - 1 Unit 31 bh
15 | BKL. SAFAR Pampangan Servis Motor 1 1 Unit 30 bh
16 | KUE TRADISIONAL Pampangan Kue Tradisional - 2 1 Unit 400 bji
17 | USAHA KUE Pampangan Usaha Kue - 2 1 Unit 450 biji
18 | USAHA KUE Pampangan Usaha Kue - 2 1 Unit 500 BJI
19 | USAHA KUSENG Pampangan Usaha kuseng(pintu,jdla) 2 - 1 Unit 30 bh




NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHAN

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKSI

20 | USAHA MEUBEL Pampangan Meubel Lemari 1 - 1 Unit 33 bh
21 | KLP. MELATI Pampangan Lemari 1 - 1 Unit 30 bh
22 | USHA. ANYAMAN Pampangan Kerajinan(pattapi, krg.ayam 1 1 1 Unit 45 bh
23 | USAHA JAHIT Abbulo sibatang Baju Pesta - 2 1 Unit 50 lbr
24 | USAHA TELOR ASING Abbulo sibatang Usha Telor Asing - 2 1 Unit 2000 bj
25 | USAHA JAHIT Abbulo sibatang Gordeng - 2 1 Unit 40 psg
26 | USAHA JAHIT Abbulo sibatang Baju Pesta - 1 1 Unit 50 psg
27 | USAHA. Kepeting Abbulo sibatang Kepiting Rajungan - 1600 4 unit 300 ton
28 | SINAR MARUSU Pabenterigan Kuseng, Lemari 2 - 1 Unit 32 unit
29 | CV.PEMUDA MANDIRI Pabentengan Alminium 1 - 2 unit 45 unit
30 | PABRIK LAKSA Pabentengan SHOWN 30 70 25 Unit 200 Ton
31 | PENGOLAH DEDAK Pabentengan Tepung Dedak 5 - 1 Unit 280 Ton
32 | BENGKEL Bnto Biraeng Bengkel 2 - 1 Unit 30 bh
33 | BENGKEL Bnto Biraeng Bengicel 1 - 1 Unit 43 bh
34 | BENGKEL Bnto Biraeng Bengkel 1 - 1 Unit, 42 bh
35 | PENJAHITAN Bnio Biraeng Penjahitan - 2 1 Unit 50 pag

n
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b. Sebaran IKM di Kecamatan Turikale

i TENAGA KERJA KAPASITAS PRODUKSI
NGO NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN | _—

1 | gor R FAUZLRAYA ALE Boribellaya Bengkel Motor 2 : 21 Unit 75

2 TOKO AMAN JAYA Turikale Foto Copy 2 - 4 Unit 1.200.Rim

3 CV. ARDEN Pacelle Raya Sabun Cair 1 - 3 Unit 120.000 Btl/thn

4 UD. NUR REZKI Alliritengae Pengolahan Kayu 3 - 3 Unit 576 m3

5 BKL.MOTOR & SEPEDA Alliritengae Reparasi Motor 2 - 4 Unit 800 Unit

6 USAHA HI.MAEMUNAH Turikale Kerajinan - 2 1 Unit 12 Lusin

7 CAHAYA ALMINIUM Pettuadae Lemari Alminium 2 - 4 Unit 100 Buah

8 MORTEZA PRIMA TEKNIK Tarcada Kend.Bermaotor 12 - 48 Unit

9 PT. SURYA MAS AGUNG Tarcada Vulkanisir Ban 33 - 5 Unit 24,000 Buah

10 | UD.SINAR POLEWALI Boribellaya Png. Padi &Peny.Beras 3 - 3 Unit 210 Ton

11 AIR ZAM-ZAM Adatongeng Ind. Minuman lainya 2 - 1 Unit 36.000 Galong

12 | WIJAYA TEKNIK Pettuadae Las Bubut 3 - 185 Unit 15 Unit/tahun

13 UD. CENDANA INDAH Pettuadae Sawmill 3 - 1 Unit 100 Kubik/Thn

14 | TOKO INT] Alliritengae Foto Copy,Foto Studio 3 - 3 Unit 1000 Lembar

15 § ROTI MAROS SANGGALEA Adatongeng Roti dan Sejenisnya 12 - 3 Unit 750.000 Buah

16 | ISTANA ROTI Tarcada Pembuatan Roti 10 - 750000/biji | 750.000 Buah

17 NURWAHID Turikale Olahan Kacang ] 2 2 Unit 5000 bks

18 | NURWAHID Turikale Kerupuk 1 2 2 Unit 5000 bks

19 | MARIO PULANA Pettuadae Makanan Ringan - 2 1 Unit 500bks
Kerupu

20 | USAHA FATIH Keripik Bayam - 2 1 Unit 1 Unit

21 | BANDENG DUA LIMA Adatongeng Bandeng Presto 1 2 1 Unit 50O kg

22 | RESKI MAROS Adatongeng ?::d;:nz“e 1 3 1 Unit 1000 biji

23 DAPUR SO'NA Turikale Kering Tempe - - 1 Unit 400 bks

24 | EN. MOTOR Alliritengae Pemb. Kapal 26 6 Jenis 8 Unit

25 | UD. MUJUR VANI Adatongen Mauldin bahan 2 - 2 Jenis 1460 bh




TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKS]

: NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN
bangunan

26 g@:&@muﬂm Pettuadae Moulding & Bhn Bgnan 4 €& Unit 500 M3
27 | PT. GOH FADEL BUANA Taroada Moulding & Bhn Bgnan 2 10 Unit 1.460 Buah
28 | USAHA H. SYARIFUDDIN Boribellaya Roti & Sejenisnya 5 20 Buah 57.600 Buah
29 | LAS GIPSUN PLAPON Turikale Penyosohan Padi 38 3 17 Unit 350 Ton
30 | AZKA MOTOR Turikale Pemecah Batu 5 - 1 Buah 1.000.000 Ton
31 | FAJAR REZKI Turikale ROTI & Kue-kue - 7.500.000 Biji
32 | NUR IKRAM MEUBEL Turikale Aneka Kue dan Roti 2 - 4 Unit 3000 kg
33 | USAHA MEUBEL WAWAN Aadatongen Kuseng 2 5 3 Jenis 100 buah
34 | MEUBEL CAHAYA SURYA Adatongeng gorong-gorong i 1 buah 6.000 buah
35 | MEUBEL MULIA Turikale PepinBlok 2 30 unit
36 | IRFAN MEUBEL Turikale Las Gipsun 3 2 jenis 5000 lembar
37 | UD. DZAKIAH MEUBEL Turikale Bengkel 1 1 2 jenis 50 Unit
38 | USAHA MEUBEL NAMIRA Turikale Pertukangan 1 3 jenis 60 Unit
39 | ALDI MEUBEL Turikale Lemari ,tempat tidur 2 10 2 jenis 70 unit
40 | MEUBEL USMAN Turikale Meja,kursi 1 - 2 jenis 90 unit
41 | MEUBEL SANGGALEA Turikale perabot Rumah tangga 6 - 3 jenis 85 unit
42 | BENGKEL GEMPAR Adatongeng Meubel 4 2 jenis 90 unit
43 | FADLY Adatongeng perabot Rumah tangga 3 - 3 jenis 95 Unit
44 | MEUBEL ALMINIUM Targada perabot Rumah tangga 2 - 2 jenis 87 unit
45 | UD. KARYA ADIL Taroada perabot Rumah tangga 5 - 2 jenis 97 unit
46 | SURYA TEHNIK Tarcada perabot Rumah tangga 5 - 3 Jenis 87 unit
47 | PENJAHIT FATTA Tarcada Meubel 3 - 2 jenis 90 nnit
48 | BKL.PRATIWI MOTOR Turikale perabot Rumah tangga 3 - 3 Jenis 87 unit
49 | USAHAKUE Turilkale Bengkel 1 - 2 jenis 89 unit
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¢. Sebaran IKM di Kecamatan Camba

0 PERIISA NESS - P PROD

1 CV. TIRTA MANDIRI Cempaniga Air Mineral 2 2 Unit 150 Dos

2 SUMBER ALAM SUKSES Cenrana Jamur Tiram 2 4 Unit 4

3 SUMBER ALAM SUKSES Cenrana Budi Daya Jamur 3 1 Unit 1000 kg
4 AL-FAQIH Baji Pammai Bengkel 2 1 Unit 35bh

5 | PUTRA KEMBAR Baji Pammai Bengkel las Dico 2 1 Unit 30 bh

6 SAUDARA MOTOR Baji Pammai Bengkel Motor 1 1 Unit 37 bh

7 GARINA Baji Pammai Bengkel las 1 1 Unit 30 bh
8 RIAN LAS Cempa niga Bengkel las Dico 4 1 Unit 35 bh
9 HILAL YUNUS Cempa niga Bengkel Motor 2 1 Unii 32 bh
10 | KARYA ALMINIUM Cempa niga Bengkel las 4 1 Unit 30 bh
1 SEKAWAN MOTOR Cempa niga Bengkel Motor 4 1 Unit 35 bh
12 PUTU CAMBA Cempa niga Aneka Putu Camba 1 Unit 1:1?:
13 RARA MOTOR Cempa niga Bkl.Motor 1 1 Unit 30 bh
14 KIRIS MUDA Cempa niga Bkl.Motor 1 1 Unit 32bh
15 SADAR Cempa niga Bkl.Motor 1 1 Unit 30 bh
16 FIAN MOTOR Cempa niga Bkl.Motor 1 1 Unit 30 bh
17 | AS Waru Bki.Motor 1 1 Unit 32 bh
18 H. MAINNONG Pattiro Deceng Bkl.Motor 1 1 Unit 31 bh
19 SAFWAN MOTOR Pattiro Deceng Bkl.Motor 1 1 Unit 30 bh
20 FAIS MOTOR Mario Pulana Bkl.Motor 1 1 Unit 30 bh
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d. Sebaran IKM di Kecamatan Mandai

NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHAN

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKSI

1| ¢v. PUTRA TUNGGAL Bonto Ramba | Rotan 2 4 Unit 146,000 Kg
2 | DUKHASAHA PLASTIK Bontoa Bhn bekas Plastik 3 1Unit 30 Ton

3 | UD.NURWAHYU Tenrigangkae | pengrgajian kayu 20 4 Unit 100 m?

4 | PT.MANDAI PRIMA Hasanuddin Peng. Daging 12 2 Unit 5000 Kg

5 | cv. SEMPURNA Baji Mangngai | Saos tomat,lombok, 3 1 Unit 2100 Botol
6 | KIP.USAHA SUKMA Mendai Keripik Jintang 1 2 unit 5000 bks

7 | cv. INDOMARIO MAKMUR Tkan Teri Sambal Mairo 2 1 Unit 1000 kg

8 | ov. SEHAT HERBAL Kacang Langkose,Kurma 1 1 Unit 500 bks

9 | BERKAH Bontoa Kerupuk Bawang 2 1 Unit 400 bks
10 | MUSTIKA ROTI Mandai Mustika Roti - 1 Unit 400 bks

11 ZIA;EEII:I%EPMMA Hasanuddin Roti dan Sejenisnya 215 4 Jenis y 41\;];%00
12 | ysAHA KARYA SETIA Bonitoa Bahan Bangunan Kayu 3 4 Jenis 500 M

13 UD. KARYA NUR Bontoa Kuseng ,jendelaimeubel) 2 3 Unit 360 bh

14 | yD, SINAR BATANGASE I Hasanuddin Moeldin 2 360 Buah 13 Unit
15 | pr. ROTI HOKY Pabbentengan | Roti 10 25Bush | 62. 500 Buah
16 | ROTI SETIA KAWAN Hasanuddin Peng, Padi 3 25 Ton

17 | PRIMA NUR Bontoa Percetakan 1 1 Unit 1000 Lembar
18 | pERCETAKAN ALIFIAH Bontoa Percetakan 1 1 Unit 700 Lbr




NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHAN

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUK

19 | SERVICE AC ALIFIAH Bontoa SERVIS AC MOBIL 1 - 1 Unit 25 bh
20 | LINDA JAYA Bontoa Gorong2 ALS.T.RUMAH 2 - 1 Unit 25 bh
21 | UD SINAR BATANGASE Bontoa Kuseng.pintu Jendela 7 . 1 Unit 30 bh
22 | DEPOT SAHABAT Bontoa Air Minum isi ulang 3 - 1 Unit 40 glon
23 | DEPOT FITRAH Bontoa Air Minum isi ulang 3 1 1 Unit 30 glon
24 | BKL. YUSDA INDAH Bontoa Las,Dico,Mobil 4 - 1 Unit 25 bh
25 | UD.KARYA NUR Bontoa Kuseng,Pintu jendela 2 . 1 Unit 40 bh
26 | yD RAHMAN BRATHER Bontoa Kuseng,Pintu jendela 1 . 1 Unit 30 bh
27 | UD.ALVIN Bontoa Kuseng,Pintu jendela 1 - 1 Unit 30 bh
56 | DEPOT EDHY TIRTA

MANDIRI Bontoa Air Minum isi ulang 2 - 1 Unit 40 glon
29 | SINAR ISFAN Bontoa Foto Copy 1 1 1 Unit 800 Tbr
0 POT BUNGAAIR

HENDRIK FAMILY POT Bontoa MANCUR 4 . 1 Unit 50 BH
31 | INDAH JAYA Bontoa Servis Motor 2 - 1 Unit 40 bh
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NO

NAMA PERUSAHAAN

Sebaran IKM di Kecamatan Tanralili

DESA/KELURAHAN

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKSI

L | CV- MANDALA MAJU 1.095
MUNDIRI Damai Batu Bata Ringan 4 ; 5 Unit M3/ Thn
2 | USAHA H. BASO Kurusumange Peng. Padi 2 - 1 Set 3.650 Ton
3 | CV. RIZAL BAKTI JAYA Damai Penggergiian.Kayu 3 - 1 Unit 1.000 M2
4 | KRAJINAN BAMBU Borong Kerajinan.Kap Lampu | 5 2 1 Unit 30 bh
5 | BKL.DARWIS Borong BENGKEL 1 . 1 Unit 30 bh
6 | BKL.HAMKA MOTOR Damai BENGKEL 1 - 1 Unit 35bh
7 | acIDMR Damai Bengkel 1 . 1 Unit 35bh
8 | Las AQvLAH Lekopaccing Bengel Las 2 . 1 Unit 30 bh
9 | BKL.LAS Carangki Bengket Motor 3 . 1 Unit 36 bh
10 1 yp. KARYA MANDIRI Carangl Somel 3 - 1 Unit 40 bh
11 | yBAHAR Carangli Somel 3 - 1 Unit 35bh
12 | reGm LAS Damai BKL LAS 2 ; 1 Unit 45BH
13 | FARID MOTOR Damai Benglel Motor 1 . 1 Unit 35bh
14 | SURUNI BETON Damai GORONG-GORONG 1 - 1 Unit 30 bh
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f Sebaran IEM di Kecamatan Lau

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKSI

NO NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN
1 TOKO RAHMA ALLEPOLEA Allepolea Air Mineral 2 - 6 unit 18.00¢ Galon
2 MONAS JAYA Allepolea Dodol 2 3 2 Unit 600 bks
3 | oriQ Allepolea Keripik pisang 3 10 3 Unit 7000 bks
4 HERO ICE CREAM Allepolea Hero Ice Cream 1 2 1 Unit 500 bil
3 IVANA FOOD Allepolea Aneka Sneck 1 1 Unit 500 bks
6 BAGEA ENAK MAROS Maccini Baji Industri Roti 8 sejenisnya S - 2 Jenis 57600 bh
7 | CAHAYA AL KAUTSAR Allepolea Penyosohan padi 3 - 5 Unit 50.000 Kg
8 BENGKEL D'QILL 77 Allepolea Penjahitan 1 2 1 unit 378 lbr
9 | AFIKA Allepolea ush. Gorengan 1 2 1 unit 3500 biji
10 | ROTI MAROS BARANDASI Allepolea Aneka Kue 1 - 1 unit 400 biji
i1 USAHA GORONG-GORONG Belang-Belang Penjahitan - 1 1 unit 400 Ibr
12 PABRIK PADI Bontoa Peng. Padi - - 1 unit 300 ton
13 | KARYA JUJUR MOTOR Maccini Baji Bengkel 1 - 1 Unit 30 unit
14 | RINDRA MOTOR Maceini Baji Bengkel 1 2 1 Unit 35 unit
15 | ARIFIN MOTOR Maccini Baji Bengkel 1 - 1 Unit 40 unit
16 | ILHAM KARYA Allepolea Bengkel 1 - 1 Unit 40 unit
17 | PENG.PADI Allepolea Peng.Padi 1 - 2 Jenis 300 ton
18 | KARYA FARMA Allepolea Gorong-gorong 1 2 1 Unit 50 buah
19 | NINDI KARYA SUPARD Belang-Belang Peng.Padi 30 1 2 Unit 300 Ton
20 | ASMAL Belang-Belang Bengkel Motor 2 - 1 Unit 50 buah
21 | FOTO COPY Maccini Baji Bengkel Motor 2 - 1 Unit 50 buah
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g- Sebaran IKM di Kecamatan Lau

TENAGA KERJ

NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN

1 USAHA H.ABDUL MUIN Benteng Gajah Rak Telur(Karton) 15 - 3 Unit 360.000 kg

2 CV, SETIA KAWAN Tompobulu Meubel 5 - 260 Unit 100 unit

3 PT.OPTIMA JAYA SAKTI BontoManai Peng. Padi 3 - 3 Buah 50.000 Kg

4 FIAN MOTOR Benteng Gajah BKL.Motor 1 - 1 Unit 37 bh

S AZIZAH MOTOR Pucak BKL.Motor 1 - 1 Unit 35 bh

6 SAID MOTOR Pucak BKL.Motor 2 - 1 Unit 30 bh

7 CV.SUMBERGALIAN Masaleh Pabrik Emping 34 - 1 Unit 500 kg

8 REZKI MOTOR Toddopulia . BKL.Motor 1 - 1 Unit 30 bh
- RYAN JAYA PERKASA Tempobulu Pengawetan & peng. Ikan 20 - 12 Tonn
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Sebaran IKM di Kecamatan Maros Baru

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKS!

NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN
1 USAHA. H. JAMALUDDIN Baji Pamai Peng. Padi 2 - 4 Gﬁw_.“ 250 Ton
2 CV. ASRA KOPINDO Temmappaduae Pembersihan Kopi 5 - 2 Unit 100 Ton
3 SURYA TOEJOE SENTOSA Mattirotasi Jahit Bordir 3 2 Unit -
4 UD.TIGA PUTRA Mattirotasi Biss Beton 3 4 Jenis 10.000 buah
5 CV.FAJAR INDAH PRATAMA Paliantikan Pemb. Perahu kayn 2 - 2 unit 30.Unit
6 DG. TENNE Borikamase Bengkel 1 - 2 jenis 97 unit
7 H. SUASA Borikamase Meubel 6 - 2 jenis 70 unit
8 KOMPEKSI Borimasunggu Penjahitan 2 - 2 jenis 50 unit
9 | BKL.LAS PATIMA Borimasunggu Bengkel 3 - 1 jenis 60 unit
10 PENG. PADI Baji Pammad peng. Padi 3 - 1 jenis 100 Ibr
11 AGUS MOTOR Baji Pammai Benghel 2 - 2 jenis 50 unit
12 PENG Padi USH. ARIFUDDIN Baji Pammai pemb.. Kue - - 1 jenis 423 /bijji
13 | ARIS MOTOR Baji Pammai Minuman - 1 jenis 5000/gls
14 | PENG. PADI Baji Pammai Peng.Pakan ilkan 1 - 1 jenis 500kg
15 | PENG. PADI Baji Pammai Baju.mukena 5 - 2 jenis 200 pasang
16 | KERIPIK DAUN JERUK Baji Pammai - BKkllas besi 3 - 1 jenis 300 buah
17 USAHA GORONG-GORONG Baji Pammai Peng.Padi 1 - 1 jenis 2.523 ton




KAPASITAS PRODUKSIL

TENAGA KERJA

NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN

18 | REPARASI SOFA/BARU Baji Pammai 16221 2 1 jenis 50 unit
19 | KUE TRADISIONAL Baji Pammai 14120 2 1 Unit 3.421 ton
20 | BAKSO Baji Pammai Bengkel 1 1 unit 40 unit
21 | PENJAHITAN Baji Pammai Peng.Padi 1 1 UNIT 2.523 ton
22 | PENJAHITAN Baji Pammai Peng.Padi 6 1 Unit 2.523 ton
23 | HASRIAH Barikamase Stik daun jeruk 4 1 unit 100 kg
24 | SALEHA Borikamase Gorong-gorong 2 1 Unit 3.421 ton
25 | HAJRAH Borikamase kursi 2 1 unit 500 buah
26 | SAMSIAH Borikamase 1071 2 1 unit 500 biji
27 | BAHRIANI Borikamase Bakso - 1 unit 1000 biji
28 | AISYAH Borikamase Penjahitan - 1 unit 500 lbr
29 | HAMSINAH Borikamase Penjahitan - 1 unit S00 lbr
30 | RABIAH Borikamase Keripik - 1 Unit 500 bks
31 | BAHRIANI Borikamase Makanan Ringan - 1 Unit 400 bks
32 | HAMSAH Borikamase Ggorengan - 1 unit 3500 biji
33 | EVI Borikamase Keripik Pisang - 1 unit 500 bks
34 | ASHADI Borikamase Penjahitan 1 1 Unit 500 lbr
35 | RAMLAH Borikamase Aneka jenis kerupuk - 1 unit 600 bks
. . . .




NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHARN

JENIS

36 | SAENAB Borikamase Gado-gado 1 unit 5000/bks
37 | ASWAN Borikamase Keripik Pisang 1 unit 5000 /bks
38 | JUMRIAH Borikamase Penjahitan lunit 300 lbr
3% | PAMDA Borikamase Peng. Padi 1 unit 4,322 ton
40 | HERAWATI Borikamase Aneka jenis kue 2 jenis 561 dos
41 | RAHMAWATI Borikamase Peng. Padi 1 unit 3.421 ton
42 | NILAWATI Borikamase Bordir 1 unit 367 lbr
43 | HASNAH Borikamase Png. Padi 1 unit 3.421 ton
44 | USMAWATI Borikamase Png. Padi 1 unit 298 Ton
45 | ASMIATI Borikamase Penjahitan 1 unit 400 lbr
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i. Sebaran IKM di Kecamatan Bantimurung

NO

NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHAN

1.000 M3

1 | UD. SUMBER TANI Alatenggae Peng. Padi 2
2 PT.MAKASSAR MARMER MULIA leang-leang Ind. Dri Marmer 200 1 Unit 50.000 M=
3 | CV. SITTI NURHALISAH Kalabbirang Pemb. Kapal 26 2Unit 8 Unit
4 KIOS SINTA Kalabbiran Roti 10 7.500.000 /biji
5 KIOS SINTA KUSENG WIDIA

MANDIRI Kalabbirang Kuseng 2 1 Unit 60 Unit
6 | LUKEN MOTOR Kalabbirang Bengkel Motor 1 1 Unit 30 unit
7 | ASSAHRA MOTOR Kalabbirang Bengkel Motor 1 1 Unit 30 unit
8 BKL.WILDA MOTOR Kalahbirang Bengkel Motor 2 1 Unit 30 unit
9 | USAHA GORONG-GORONG Kalabbirang Gorong-gorong 5 1 Unit 40 unit
10 | PENG. PADI Kalabbirang Peng. Padi 2 1 Unit 400 Ton
11 | BKL.IRHAM Kalabbirang Bengkel 2 1 Unit 30 Unit
12 | BKL. JONES Kalabbirang Bengkel 2 1 Unit 35 UNIT
13 | KARYA MANDIRI LAS Bantimurung Las 6 1 Unit 30 Unit
14 | BKL. FAISAL Minasa baji Bengkel Motor 2 1 Unit 30 Unit
15 | FAJAR MOTOR Minasa baji Bengkel 3 1 Unit 30 Unit
16 | UD. NURUL Minasa baji Peng. Padi 10 1 Unit 300 Ton
17 | GUNUNG MAS Minasa baji Gorong-gorong 3 1 Unit 40 unit
18 | RISWAN BETON Minasa baji Gorong-gorong 1 1 Unit 30 Unit
19 | BATU NISAN Minasa baji Batu Nisan 3 1 Unit 25 unit
20 | USAHA PAKALLI Alatenggae Kuseng 3 1 Unit 30 Unit
21 | BKL.MOBIL 57 Alatenggae BKL.Mobil 2 1 Unit 30 Unit
22 | BKL. KARYA BERSAMA Alatenggae BKL.Mohil 2 1 Unit 30 Unit
23 | BKL.ABADI MOTOR Alatenggae BKL.Mobil 2 1 Unit 30 Unit

i
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} Sebaran IKM di Kecamatan Moncongloe

NO NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHMNAN
1 DANAU TOWOTI 2 Moncongloe Peng. Kayu 5 - 3 Unit 450 M2
2 CV. MAROS BAROKAH Mongcongloe Peng.Air Lainya 5 - 2 Unit 20 Tom
3 PT. PUTRA JAYA Moncongloe Bulu Batu Pecahan/Cippng 7 - 750.000 Buah 21.000 Ton/Thn
4 KOP.KSU.MANDIRL JAYA Moncongloe Bulu Aginan Jahe I 2 1 Unit 500bka
5 KSU MANDIRI JAYA Moncongloe Lappara Keripik pisang 1 3 1 Unit 500bks
6 KSU MANDIRI JAYA Moncongloe Bulu Ancka Sneck, Kacang 1 2 i Unit 400 bks
7 MITRA MANDIRI MM Mongongloe Lappara Kering Tempe - 2 1 Unit 400 bks
8 BKL.RAHMA Bengkel Motor 2 - 1 Unit 30 bh
9 BKL. HARIS Moncongloe Lappara Bengkel Motor 1 - 1 Unit 32 unit
10 | USAHA KALITA Moncongloe Lappara Kerajinan Tangan 2 5 1 Unit 30 bh
11 § USAHA MANDIR]I TAYLOR Moncongloe Lappara Menjahit - 2 1 Unit 50 psg
12 | BKL.MANGEMPANG Moncongloe Lappara Bengkel Motor i - 1 Unit 45 bh
13 | PENG. PADI Moncongloe Lappara Bengkel Motor 1 - 1 Unit 32 unit
14 | IDHAM MOTOR Monconglos Lappara Bengkel Motor 1 - 1 Unit 30 bh
15 | BENGKEL las Motor Moncongloe Lappara Bkl.las 2 - 1 Unit 32 unit
16 | UD.BALLAFATI MOTOR Moncongloe Lappara Bengkel 2 - 1 Unit 32 unit
17 | MEUBEL CAHAYA Moncongloe Lappara Meubel Japra 1 - 1 Unit 35 unit
18 | BENGKEL RESKY Moncongloe Lappara Bengkel 2 - 1 Unit 30 bh
19 | AGURA MOTOR Manjalling Bengkel 2 - 1 Unit 33 bh
20 | BKL.SUDIRMAN Manjalling Bengkel 1 - 1 Unit 30 bh
21 | SAHABAT MOTOR Moncongloe Lappara Bengkel 2 - 1 Unit 32 unit
22 | BINTANG MOTOR BT. Marannu Bengketl 1 - I Unit 30 bh
23 | Usaha Syamsah Moncongloe Bulu Aneka Kerupuk kulit Pisang - 5 1 Unit 200 bks
24 | Usaha Kerupuk mawar Bonto Bunga Aneka Kerupuk kulit Pisang - 5 1 Unit 250 bks

o
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k. Sebaran IKM di Kecamatan Simbang

NO

NAMA PERUSAHAAN

DESA/KELURAHAN

TEXKAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKS]

1 PUTRA JAYA Tanete Peng. Kayu 2 6M
2 UD. AKBAR Je'netaesa Mauldin bahan bangunan 4 - 2 Jenis 500 M3
3 PENG.BERAS Sambueja Peng. Padi 4 1 Unit 300 Ton
4 PENG.BERAS Sambueja Peng. Padi 2 1 Unit 400 Ton
5 PENG.BERAS Sambueja Peng. Padi 2 1 Unit 300 Ton
6 PENG.BERAS Sambueja Peng. Padi 3 1 Unit 300 Ton
7 BENGKEL Sambueja Servis Motor 5 1 Unit 25 unit
8 BENGKEL Sambueja Bengkel 3 1 Unit 30 Unit
9 PENG. PADI Sambueja Peng.padi 3 1 Unit 300 Ton
10 BKL.NABIL Sambueja Las Mobil 3 1 Unit. 25 unit
11 BKk1.LAS PAGAR Sambueja Las Pagar, Tralis 4 1 Unit 35 Unit
12 MEUBEL H. MUIS Sambueja Prabot 7 1 Unit 22 unit
13 KERAJ. TEH GELAS Sambueja KIE.Dompet,tas - 2 1 Unit 30 Unit
14 USAHA TAJUDDIN Sambueja Gorong-gorong 4 - 1 Unit 25 unit
15 MEUBEL SAID ALORA Lemari Meja 4 1 Unit 25 unit
16 PENG.PADI Sambueja Peng.Beras 2 - 1 Unit 350 ton
17 PENG.PADI Sambueja Peng.Beras 3 - 1 Unit 400 Ton
18 PENG.PAD1 Sambueja Peng.Beras 4 - 1 Unit 400 Ton
19 PENG.PADI Sambueja Peng.Beras 3 - 1 Unit 350 ton
20 HAMJA BENGKEL Jennetaesa Servis Motor 2 - 1 Unit 30 Unit
21 ANDEK MOTOR Sambueja Servis Motor 3 - 1 Unit 25 unit
22 UD, TiGA PUTRA MEUBEL | Sambueja Meubel 7 - 1 Unit 30 Unit
23 SEHAT DEPOT Sambueja Air isi ulang 4 - 1 Unit 40 glon
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NAMA PERUSAHAAN

Sebaran IKM di Kecamatan Bontoa

DESA/KELURAHAN

TENAGA KERJA

KAPASITAS PRODUKSI

1 D'MARIO Bontoa Caterng,Kue,dl} 103.000 Biji
2 USAHA KHABIBUN NAJAR Bontolempangan Peng. Batu Kapur 3 - 1.500 Ton
3 UD.PANGAN JAYA Bontoa pembekuan &pebg.ikan 30 - 450 Ton
4 KEDAI HIKMA 11 Bt. Lempangan Pertukangan Kayu 3 900 Pasang
5 | SINAR BONTOA Bontoa. Cipping -
6 IRA RAYA Salenrang Bengkel Las 2 - 1 Unit 55 Buah
7 PUTRA JAYA Salenrang Kuseng 2 - 1 Unit 50 buah
8 NELAYAN PANGKEP Salenrang Peng.Padi 2 3 1 Unit 300 Ton
9 | BENGKEL MOTOR Belang Belang Kuseng 4 1 1 Unit 50 buah
10 | KARYA AL. MUBARAQ Belang-Belang Kuseng 1 " 1 Unit 50 buah
11 BKL.MOBIL Belang-Belang Batu Nisan 3 - 1 Unit 30 buah
12 | MULIA MOTOR BT. Marannu Foto Copy 1 - 2 Unit 1000 Lembar
13 IBNU LAS Kmaseang Las 3 1 1 Unit 55 Buah
14 | ADIL MOTOR Bontoa Bengkel 2 - 1 Unit
15 | SIMPAN TIGA Pajjulcukan Bengkel 2 - 1 Unit 30 Unit
16 PATUR MOTOR Pajjukukan Bengkel 6 - 1 Unit 40 unit
17 FADIL MOTOR Ampikale Meubel 1 - 1 Unit 50 UNIT
18 | ANDI JAYA MOTOR Pajjukukan Benglkel 2 - 1 Unit 30 Unit
15 { DEPOK RESKI Tunukamaseang Bengkel Motor 2 - 1 Unit 40 unit
20 | FAJRIMOTOR Tunukamaseang Bengkel Las 2 - 1 Unit 55 Buah
21 SABAH IFUL Bontoa Servis Motor 1 1 1 Unit 30 bh
22 JAWA LAS Bontoa Las Pagar 5 1 1 Unit 40 bh
23 | oo ARVAJAWAKEIOR | Bontoa DICO & CAT MOBIL 2 . 1 Unit 30 bh
24 | H. KARTINI Bontoa Peping Blok 8 - 1 Unit 55 bh
25 ZUSUKI MANDAI Bontoa SBervis Motor 2 - 1 Unit 40 bh
26 | CAHAYA SEJATI Bontoa Servis Motor 13 - 1 Unit 30 bh

Y [F
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m. Sebaran IKM di Kecamatan Cenrana

1 DANDI PUTRA limapoccoe Peng. Padi 2 - 1 Unit 250 Ton
2 DANDI PUTRA limapoccoe Png.Padi 2 - 1 Unit 250 Ton
3 TAYLOR Rampegading Penjahit - 2 1 Unit 60 1br
4 KUE TRADISIONAL labuaja Kue Tradisional - 3 1 Unit 2000 biiji
5 REVARASI GIGL labuaja Revarasi gigi 2 - 1 Unit 50 .psg
6 PEMBUAT TAHU limapoccoe Pembuat Tahu 2 - 1 Unit 1000 bks
7 KUE TRADISIONAL labuaja Kue Tradisional 2 - 1 Unit 1500 biji
8 | FOTO COPY/ATK limapoccoe Poto Copy/ATK 2 . 1 Unit 1000 Tbr
9 TAYLOR limapoccoe TAYLOR - 2 1 Unit 60 psg
10 BKL. LAS limapoccoe Bkl.las 2 - 1 Unit 30 bh
11 BENGKEL Lebbo Tengae Bengkel 2 - 1 Unit 35bh
12 BENGKEL limapoccoe Bengkel 3 - 1 Unit 30 bh
13 BENGKEL Limapoecoe Bengkel 2 - 1 Unit 30 bh
14 DANDI PUTRA limeapoccoe Peng. Padi 3 - 1 Unit 5000 ton
15 TAYLOR labuaja Taylor - - 1 Unit 40 Psg
16 BENGKEL limapoccoe Bengkel 2 - 1 Unit 35bh
17 KUE TRADISIONAL labuaja Kue Tradisional - 3 1 Unit 1500 bii
18 FOTO COPY/ATK labuaja foto copy/atk 2 3 1 Unit 1000 Ibr
19 | FOTO COPY/ATK limapoceoe foto copy/atk 2 - 1 Unit 700 lbr
20 TOKO TIGA PUTRA labuaja TAYLOR - 2 1 Unit 50 Lbr
N BENGKEL labuaja Bengkel 2 2 1 Unit 35 bh
22 PENG. PADI limapoccoe Peng.Padi 2 1 1 Unit 500 ton
23 PERCETAKAN limapoccoe Percetakan 2 1 1 Unit 1000 Lbr
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n. Sebaran IKM di Kecamatan Mallawa

TENAGA KERJA KAPASITAS PRODUKSE

NO NAMA PERUSAHAAN DESA/KELURAHAN JENIS

1 REZKI JAYA MOTOR Padaelo Bkl.Motor 1 | | .‘ S i .. n.i ] . h
2 RAHMAN Padaelo Bkl.Motor 1 - 1 Unit 31bh
3 IMR Padaelo Bkl.Motor 1 - 1 Unit 32 bh
4 MERPATI UTAMA Tellupanuae Bkl.Motor 1 - 1 Unit 32 bh
5 CMS MOTOR Tellupanuae Bkl.Motor 1 - 1 Unit 30 bh
6 MRT Tellupanuae Bkl.Motor 1 - 1 Unit 31 bh
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Sebaran Industri Besar di Kabupaten Maros

KECAMATAN

DESA/KEL

PERUSAHAAN

JALAN

BADAN
USAHA

JENIS

LAKI PREMPUAN TERPASANG REAL

NILAI

{RP.0GO}

" NILAI
INVESTAS! PRODUKSI

{Rp.000)

Cv.Sumber JL. Poros Patten Makanan 1 - .
1 Marusu Pangan Nusantara No 50 Swasta Ringan 40 100 3 Kontens ‘f miliyar | 3,milyar
. PT. Makassar Jl. Poros Leang- Tambang 49,32 ] .
2 Bantingmurung | Leang-leang Indah ) Swasta Marmer 54 1 28 M 2 Milayar { 200 juta
. PT.Bosowa JL. Poros Leang- Tambang 25,34 . £,5
3 - .
Bantingmurung | Leang-Leang Minning leang Swasta Marmer 50 4 10 M 4 Milayr milyar
- PT. indomakmur JL. Poroa Rumput
4 Taranlili Krusumanga Agar- Kari Swasta laut
. JL. Poros 2.5
5 Mandai CV.Putra Tunggal kariango Swasta Rotan 10 20 20 Ton 5 Milyar 300 Juta
J1. Poros
6 | Mandai PT. Sang Hyang kariango K3 | BUMN | Benihpadi | 19 2 3000 Ton 0 10 Milyar |, 2°
seri Milayar
No73
7 | mandai PT s0 Good food J1. Poros Swasta
kariango
PT. Cahaya Baja . ;
) Marusu Pabentengan Benteng Mas J1. Pattene Swasta Rinean 16 2 2,250 ton 1 Milyar 4 Milyar
PT. Jati Jaya Pengolahan . 1.8
9 Marusu Pabentengan perl Ji. Pattene Swasta Kayu jati a7 61 1.800 m3 3.Milyar Milyar
PT.
1& | Lua Bantingmurung JI Ratu Indah Swasta | Rumputlau | 19 6 20 Ton 16 Milyar | 2 milyar
. No 163
indah
Kancing
11 | MARUSU Temmapaduas | [ COhVRbarY |y o ikasi | Swasta | Setengah | 30 70 20 13 milyar
madani jadi Miliyar
. Desa Minasa PT. C82 Fola J1. Paros Bone s 45 milyar
12 | Bantingmurung Baji Sehat Maros Km 7 Swasta | The gelas 544 328 20 Ton 60 miliar pertahun
PT. Wana Lestari | Jl Patte’ne Raya
13 | Marusu Pabentengan indonesia A2 Swasta Rotan 24 82 15 30 Milyar | 10 Milyar
Persada Pa’bentengan
14 | Bantingmurung FT. Bosowa Swasta Semen

Semen
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BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, TUJUAN PENATAAN
RUANG,SERTA MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNANINDUSTRIDAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGHKA MENENGAHDAERAH

Perumusan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode
2016 - 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan arah dan tahapan
pembangunan jangka panjang sebagaimana yang terdapat dalam RPJPD
Kabupaten Maros periode 2005 — 2025, Visi Pembangunan dalam RPJMD
adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang
disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut memberikan
gambaran mengenai arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan
dicapai dalam masa jabatan yang diembannya. Visi dan Misi dalam RPJMD
Kabupaten Maros Periode 2016 - 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan
arah dan tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana yang terdapat
dalam RPJPD Kabupaten Maros periode 2005 - 2025, hasil - hasil yang telah
dicapai pada periode RPJMD yang lalu {2010 — 2015), serta isu — isu strategis
yang berkembang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 —
2021, adalah: “MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021”. Adapun penjabaran
makna dan pokok dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Penjabaran Pokok - Pokok VISI RPGMD Kabupaten Maros Periode 2016 - 2021

POKOX - POKOK VISI PENJELASAN

KONDIS] MASYARAKAT KABUPATEN MAROS PADA
TAHUN 2021 YANG LEBIH BAIK DARI KONDIS!
SEKARANG (2015/2018) PADA SELURUH SEKTOR
KEHIDUFAN MASY. T YANG D AT

LEBIH SEJAHTERA DENGAN, ARAR AND
: 1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti:
Keculkupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yeng
Bermutu, Kecukupan Kebutuhan Dan
Ketersedisan Akan Layanan  Pendidikan,
Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan
Yang Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta

Akses Untulkk Berpartisipasi.

2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendulkung
Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah
yang Lebih Berkualitas Dan Merata.

3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Dalam Kerangka Good Governance And Clean
Gouvernment.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu
dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan
Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.



LY

ua

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi
selurih stakeholders pembangunan Daerah dan selurnh komponen
Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi
dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan.
Adapun Misi tersebutt adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Perekonomian Daerah

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

4) Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

5) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informaﬁka

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan dan sasaran dari setiap
misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 —~ 2021, adalah sebagai
berikut:

‘Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran Setiap Misi RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 - 2021

MISI TUJUAN SASARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
Meningkatkan pemerataan Meningkatnya Pendapatan Masy. Secara
pembangunan ekonomi Merata
Meningkatkan Terkendalinya Inflasi Daerah
Perekonomian Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Meningkatkan kemampuan Meningkatnya Produktivitas Daerah
daya saing perekonomian Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
daerah Meninglcatnya Pendapatan Daerah
Meningkatnya Iklim Investasi
. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Y
Meningkatkan Mewuj.“dtfhan tata kel"laf ionog | Bersih Dan Akuntabel e
Kualitas ﬁ;mmne?ay;:;m eston Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang
Pelayanan Efisien Dan Efektif
Publik Mewujudkan pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Manajemen
yang berkualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan | Meningkatlan taraf hidup Meningkatnya Kusalitas Hidup Masyarakat
Kualitas penduduk, baik sebagai Sebagai Individu
Hidup individu maupun sebagai Meningkatnya Kualitas Kehidupan
Masyarakat masyarakat Masyarakat
Meninglatkan kualitas Meningkatnya Desa Mandiri Dan
pembangunan kawasan
Berkembang
perdesaan
. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Yang
;’im‘:‘lz I;dem:erﬁ];an 1:11:; gam:;h Pada Potensi
. . . umber Daya aer
gaﬂv?;’::nnan a‘;ﬁgﬁ:};"‘ﬂliy; z‘;gang&n Meningkatnya Usaha Lokal Masyarakat
kawasan Pada Kawasan Kuliner
Meningkatnya Daya Tarik Dan Dava Saing
Kawasan Wisata Daerah
Terwujudnya Kawasan Perkotaan Yang
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Aman, Nyaman, Hijau, Dan Berdaya Saing

Kota.
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Wilayah/Kawasan Pesisir

Meningkatkan Tertib Penataan,

i Efektifita: D Efisi i
Pe A Pengendali Meningkatnya e S an ensi

Permanfaatan Ruang Daerah.

Ruang Daerah
Meningkatnya Produksi Bahan Pangan
Utama Dan Bahan Pangan Lainnya
Meningkatkan Hasil Meningkatnya Produlksi Tanaman
Pemanfaatan Lahan Perkebunan Dan Tanaman Hortikultura
Meningkatkan Meningkatnya Produksi Peternakan Dan
Kualitas Perikanan
;;;gelom Ih'?enm] m?sim Menurunnya. Potensi Kerugian Dan
Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
Bencana
Meningkatkan Kualitas Tata Meni tnya Kualitas Pengelolaan
Kelola Sumber Daya Alam Dan Sumberg daya Alam Dan Li ngan Hidup
Lingkungan Hidup inglu ’

Meni tn Kualitas T

Meningkatk Trz.?::pgfartasxy%aerah e Heol
Pembangunan | Meningkatkan Infrastruktur Meninskatn 7 cp S
Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan ya < arana

. . Prasarana Umum Yang Berkualitas
Dan Tekaologi | K bangan Pembrangunan
an Leleo eseim Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur
Informatika R .
Informasi Publik

B. TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Maros, menjelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Maros
bertuyjuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi
kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata,
pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung
oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang
sejahtera dan beriman serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten
Maros tersebut maka salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah
Kabupatwn Maros adalah pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di
Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat
kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata, serta pengembangan potensi
industri dan pertambangan.

Adapun strategi Pengembangan Industri Kabupaten Maros, meliputi:
1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung
kegiatan industri;
2) Mengembangkan kawasan industri terutama berbasis hasil komoditi
sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan;



3) Mengembangkan kawasan industri maros vang terintegrasi dengan
kawasan

4) Industri di pkn mamminasata;

5) Mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di pklp dan ppk;

6) Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang
tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan

7) Mengelola dampak negatif kegiatan industri agar tidak menurunkan
kualitas lingkungan hidup.

Sementara itu, rencana pola ruang tata ruang wilayah Kabupaten
Maros mengarahkan rencana pola kawasan industri, sebagai berikut:
1. Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Bantimurung;

b. Kawasan peruntukan industri manufaktur ditetapkan di Kawasan
Industri Maros di Kecamatan Marusu;

¢. Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan-KecamatanBantimurung, Simbang,
Turikale, dan Lau; dan

d. Kawasan peruntukan industri peleburan di tetapkan di Kecamatan
Bontoea.

2. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri pengolahan komeoditas perikanan
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan Bontoa, Maros
Baru, Marusu, dan Lau;

b. Kawamatan peruntukanindustripengolahan komoditaspeternakan
ditetapkan disebagian wilayah Kecamata Tompobubki.

3. Kawasan peruntukan industri RT berupa kawasan aglomerasi industri

rumah tangga ditetapkan di:

a. Sebagian wilayah Kecamatan-kecamatan: Mandai, Camba, Bantimurung,
Maros Baru, Bontoa, Mallawa, Tanralili, Marusu, Simbang, Cenrana,
Tompobulu, Lau, Moncongloe,, dan Turikale;

Selanjutnya RTRW Kabupaten Maros menetapkan salah satu Kawasan
Strategis Kabupaten {KSK) Maros kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah
kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan
Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa
(KEK MAMABALABO)}. Pada kawasan ini akan direncanakan kawasan industri
dan pergudangan yang ditunjang oleh pelabuhan dan jasa perdagangan.
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C. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah
maupun Jangka Panjang Daerah tersebut, seria kebijakan penataan ruang
Kabupaten Maros, maka Misi Dan Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten
Maros, adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Membangun kawasan industri Kabupaten Maros yang PRODUKTIF
dan BERKELANJUTAN“ (Eco Industri Park) sampai Tahun 2037. Untuk
mewujudkan visi pembangunan industri di Kabupaten Maros, maka
ditetapkan misi, sebagai berikut:

a) Unggul dalam Bersaing. Meningkatan kualitas SDM, sechingga
masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara produktif dan berdaya
saing, termasuk memperkuat struktur industri dan infrastruktur
pendukungnya.

b) Aman dalam Berinvestasi. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam
meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif, sehingga jumlah
industri meningkat, dalam hal pemberian izin penanaman modal.

¢) ProduktifSecara Ekonomi. Proses produksi dan distribusi industri
berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing untuk
kesejahteraan masyarakat.Dengan demikian, akan meningkatkan taraf
perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, pertambangan, industri;

d) Berkelanjutan secara Lingkungan, Aktifitas kegiatan industri tidak
menurunkan kualitas lingkungan fisik bahkan dapat ditingkatkan, tidak
hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang
akan datang.

e) Meningkatkan infrastruktur daerah yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan
pembangunan industri Kabupaten Maros dirumuskan sebagai berikut:

a. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan Kerja demi
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan
merata dengan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau hasil
budidaya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian
lingkungan hidup;

b. Mewujudkan industridaerah yang mandiri, berdaya saing dan maju,
serta Industri hijau untuk memperkuat industri nasional sebagai
pilar dan penggerak perekonomian dacrah dan nasional;

c. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok
atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

d. Mewujudkan pemerataan pembangunan industry keseluruh wilayah
guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah;
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3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :
a. Men.ingkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor

industri;
b. Meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah (ikm} terhadap
pertumbuhan industri daerah sehingga kontribusiindustri

dalamproduk domestik bruto (pdb) meningkat;

c. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan uar negeri dengan
mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan
penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk
industri;

d. Tercapainya  percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke
seluruh wilayahindonesia;

e. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri
nasional;

f Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;dan

g. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan
industri antara yang berbasis sumber daya alam.

h. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya indusfri hulu
dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

i. Tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah

4. Tahap Pembangunan Industri Daerah

Pentahapan capaian pembangunan indusiri daerah dilakukan
untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional dan tahapan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi. Adapun tahapan arahan rencana
pembangunan industri daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap 1 (2018-2022)

Pada tahap pertama, arah rencana pembangunan industri
Kabupaten Maros dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah
sumber daya alampadaindustrihulubaik industri yang
berbasisagromaupunindustri  batuan,yangdiikutidenganpembangunan
industripendukungdan andalansecaraselektifinelaluipenyiapan
sumberdaya manusiayang ahli dankompetendibidangindustri
sertameningkatkanpenguasaan teknologi.

b. Tahapil (2023-2027)
Pata tahap ke dua Arah rencana pembangunan industri daerah pada
tehap inidimaksudkanuntuk mencapai keunggulan kompetitif
danberwawasanlingkunganmelaluipenguatanstrukturindustridan

penguasaan teknologi, serta didukung olehsumber daya manusia yang
berkualitas.

c. Tahap III (2028-2037)

Arahrencana pembangunan industri daerah pada tahap ini
dimaksudkan untuk menjadikan daerah sebagai daerah yang maju dan
terdepan yang bercirikan struktur ekonomi yang kuat dan berdaya
saing.
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Tahapan pembangunan  industri daerah secara  ringkas

dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan Industri Daerah Tahun 2018 - 2037

Tahun
Indikator pembangunan industri Satuan :
1 Pertumbuhan industri kecil dan % 5.92 5.98 6.02
menegah
2 Kontribusi sektor industri terhkadap o 20.76 22,64 24,42
PDRB
3 Kontribusi ekspor produk industri o 25,56 3173 41,57
terhadap total ekspor
Persentase tenaga kerja di sektor o
. i 3,55 4,23 5,04
4 industri terhadap total pekerja °

Sementara itu, pengembangan Industri Kecil dan menengah {IKM}
sampai dengan Tahun 2037 diharapkanakan meningkatkan jumlah unit
usaha IKM rata-rata yang ada saat ini dan peningkatan penyerapan
tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan
kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:
Tabel 3.4
Tahapan Pembangunan Industri Daerah

Periode Tahun
Tudikator Pengemhangan TKR Satuan

PENGUATAN KELEMBAGAAN
1 Pembangunen dan revitalisasi Sentra IKM sentra 4 Z
2 Pembangunan dan revitalisasi Unit Pelayanan UPT 1 1 o

Teknis
3 Pernbangunan sarana produksi unit 5 S 10
4 Penvedizan tenaga penyutuh lapangan orang 8 3 8
5 Penyediaan konsultan industri kecil dan o i o "

industri mery rang
II. PEMBERIAN FASILITAS
1 Peningkatan kompetensiSDM orang 500 500 700
2 Pemberian bantuan dan bimbingan teknis UnitIKM 50 50 100
3 Pemberian bantuan mesin atau peralatan serta UnitIKM a

fasilitasi bahan baku dan bahan penolong nd 15 30
4 Pengembangan produk UnitlKM S0 50 100
] Pemberian bantuanPencegahan pencemaran .

lingkungan hidup UnitlKM 3 20 40
6 Pemberian bantuan informasi mosi, .

don pemasaran pasar, promost UnitTKM 195 250 485
7 Fasilitasi akaes pembiayaan UnitiKM 50 150 300
8 Fagilitasi ketnitraan antara industri kecil, Unitl

menengah dan. besar nitl KM 20 50 100
2] Fasilitasi HaKl terhadaplKM UnitJKM 50 100 200
10 | Fasilitasi ra standar mutu duk bagi .

TRM pencrapan pro UnitIKM 50 100 200
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BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI
1. Strategi Pembangunan Industri Daerah

_ Strategi pembangunan industri Kabupaten Maros disusun
dengan memperhatikan strategi pencapaian visi dan misi yang
ditempuh dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
{(RIPIN) Tahun 2015-2035. Secara umum, strategi pembangunan
industri Kabupaten Maros Tahun 2018-2037 yang merupakan
prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan adaJah sebagai berikut:
a. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra
Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM)industri;
c. Mendorong pengembangan industri hulu dan industri

antaraberbasis sumber daya alam;

d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan
lingkungan hidup; dan

e. Mengembangkanindustrikecil dan menengah untuk
mengentaskan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan
meningkatkan ketahanan pangan.

2. Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri
nasional dan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu
terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

a. Pemanfaatan potensi bahan baku

Daerah memiliki sumber bahan baku vyang sangat
potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang
tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika
dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala
menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan
prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana
dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala
operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir
dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah
pada bahan baku tersebut.



it}

E

iy

s

b. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang
sederhana sampai yang canggih.Berbagaiteknologi sederhana,
terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi
di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan,
dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki  tingkat
inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi
yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan
karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang
tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasillkan
produk dengan biaya yang relatif rendah namun
dengan kualitas yang memadai  sehingga  dapat
memperluas pasarnya.

c. Penyerapan tenaga kerja
DibalikketerbatasanlKM dalam permodalan, /KM mermiliki
potensi penyerapantenaga kerja pada industri padat karya,
melaluidukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan
operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat
dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga
berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam
waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti
dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara
langsung melalui berlatih sambil bekerja fon the job
training),baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis,
yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.
Strategi pengembangan IKM tersebutdiatas,periudilengkapi
dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada
ketersediaan permodalandan pengembangan jaringan kerjasama.
Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui
skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar
berikut.
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B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Pengembangan Industri Unggulan
Daerah

a. Karateristik Industri Daerah
Mengacu pada karakteristik industry nasional, industry daerah
Tahun 2039 dibarapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Industri manufaktur yang memiliki basis industri yang kuat
dengan kondisi: '
« Tumbuh dan berkembangnya industri  manufaktur
dengan berbasis sumber daya daerah;

« Terbangunnya modal dasar dan prasyarat
pembangunanindustri;

« Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar regional dan
internasional.

2) Struktur industry yang kuat sebagai motor penggerak utama

{(prime mover Jperekonomian dengan ciri sebagai berikut:

« Memiliki kandungan lokal yang tinggi;

» Menguasai pasar domestik;

- Mempunyai kaitan (linkage} yang kuat dan sinergis antar
subsektor industri dengan berbagai sektor ekonomi
lainnya;

« Tumbuh secara berkelanjutan;

e Memiliki produk unggulan industri masa depan;

« Mempunyai daya tahan ( resilience} yang tinggi terhadap
gejolak perekonomian nasional dan dunia.

3) Sinergitas yang kuat antara industri kecil, industri
menengah dan industribesar yang menjalankan peraiinya

sebagai sebuah rantai pasok {supply
chain).Sinergitastersebutbaru dibangunmelalui
hubunganyangsaling menguntungkandan sating

membutuhkan antar skala usaha sektor industri.

4) Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin
penting dalam perekonomian daerahdan
nasionalsebagaitumpuanbagi penciptaan  lapangan kerja,
penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik dan

pendukung pembangunan berkelanjutan serta
menghasilkan devisa.
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b. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan
denganmempertimbangkan:
1) Industri prioritas nasional;
2) Kepentingan daerah dan nasional sebagai tujuan
pembangunan industri diantaranya adalah:
« Peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi
ketergantungan ekonomi dari negara lain;
» Keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah secara
strategis;dan
« Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih
merata ke seluruh wilayah.

3) Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi
diantaranya adalah: '

» Struktur industri yang lemah vyang ditandai dengan
kurangnya keterkaitanantara satu sektor Industri dengan
industri lainnya, tingginya kandungan  impor bahan baku
dan komponen serta lemahnya daya saing di pasar giobal.

» Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produlktif;

4} Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain
dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat
dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

5} Kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan
kriteria penentuan industri unggulan daerah sebagai berikut:
1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :

- Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi imper,
atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam
negeri;

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga
kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan
lapangan kerja produktif;

- Memiliki daya saing, atau memuiki potensi untuk tumbuh
dan

- Bersaing di pasar global;

- Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam
negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam
kemandirian;

- Memperkuat, rnemperdalam dan menyehatkan struktur
industri; dan
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- Memiliki keunggulan komparatif dan penguasaan bahan
baku serta teknologi,
2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
- memperkokoh konektivitas ekonomi daerah;
- menopang ketahanan pangan dan energi; dan
- mendorong penyebaran dan pemerataan industri.
Berdasarkan  kriteria kualitatif dan kuantatif tersebut,
ditentukan 2 (dua) industri unggulan sebagai berikut:
1) Industri Pangan; dan
2) Industri Aneka dan Kerajinan.

¢. Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri daerah dan
penetapan industri unggulan, ditetapkan tahapan pembangunan
industri unggulan daerah sepertiditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Jenis Industri Dalam Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

Industri Jenis Industri
Ungrulan

Industri Bahan Penyegar

Pangan 1. Makanan dan
minuman dari cokiat.
Suplemen dan pangan Suplemen & pangan
fungsional berbasis fungsional berbasis
kakao kakao

2. Bubuk cokiat

3. Lemalk coklat

Industri Pengolahan Tkan

1. Aneka olahan ikan

2. Ikan awet (beku,
kering, dan asap) dan Aneka olahan ikan
fillet

Industri Pengolahan Buahk-Busahan dan Sayuran
1. Buah/ sayuran dalam Suplemen dan pangan

kaleng fungsional berbasis
2. Pruit/ vegetable layer limbah industri
pengolahan buah
Industri Tepung
1. Tepung Tapiocka Tepung Granulated
2. Tepung Mocaf Tapioka compcesit flour
3. Pangan darurat Tepung Mocaf
4. Pangan fungsional - | Pati dari biomassa
limbah pertanian Pangan
darurat
Pangan fungsional
Industri Pakan
1. Ransum dan Suplemen pakan temalk
Suplemen pakan temak | Dan aguaculture Nutrisi
dan aquaculture Orgenik Cair

2. Nutrisi Organik Cair
Industri Pupulk Organik
1. Pupuk Organik Padat [1.Pupuk0r§anikPadat i
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2, Pupuk Organik Cair 2. Pupuk Organik Cair
{POC) (POC)
2. | Industri Aneka Industsri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu
dan Kerajinan 1. Kerajinan, ukir- ukiran | 1. High tech furnitur High value
dari kayu kayn dan rotan kerajinan dan
2. Purnitur kayu, bambu bersertifikat industri furnitur
dan rotan hijan
2. Kerajinan dengan
bahan baku Embah
industri pengolahan
kayu
Industri Alat Pertanian
Alat pertanian Alat pertanian
3. | Industri 1. Keramik Marmer 1. Keramik Marmer
Pertarab 2. Bemen 2. Semen
4. | Industri 3. 3.
pengolahan
hasil laut dan
perikanan

1.

d. Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan
dilakukan program pengembangan

industri daerah,

industri unggulan yang

dilaksanakan bersama oleh Pernerintah, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan

swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk
periode 2019-2024, periode 2025-2030 dan periode 2031-2039

sebagai berikut:

R

Penyiapan sumber daya yang
ahli dan berkempeten di bidang
industri pangan melalui
Pendidikan dan pelatihan
industri dan pendampingan.
Penyus. zona-
subzona/kawasan industri-

industri pangan

. Fasilitas jamminan ketersediaan

bahan baku ( kualitas,
kuantitas, dan kermitraan
serta integrasi antara sisi hilir
di dulang oleh infrastruktur
yang memadai

Peningkatan kemampuan
penguasaarn dan
pengembangan inovasi
teknologi industri melalui
penelitian dan pengembangan
yang terintegrasi

. Fasilitasi pengembangan

sistemn logistik nniuk
meningkatkan efisiensi
produkst dan distribusi produk
pangarn

Tabel 4.2
'bangan Industri Pangan

Periede Tahapan

kebijakan terkait

infrastruktur dan
pembiayaan industri
meliputi ketersediaan
utilitas, dan energi untuk
meningkatatkan daya
saing industri pangan
nasional, akses lahan,
sarana logistic,

. Peningkatan kemampuan

inovasi dan penguasaan
teknologi proses/rekayasa
produk industri pangan
melalui sinergi kegiatan
penelitian dan
pengembangan serta
Pendidikan dan pelatihan
industri pangan

. Pemantapan zona-

subzona/kawasan
industri-industri pangan

. Pembangunan

pabrils/rumah produlksi

. Promosi dan perluasan
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1. Peningkatan kemempu
inovasi dan pengnasaan
teknologi proses/rekayasa
reduk industri pangan
melalui sinergi kegiatan
penelitian dan
pengembangan serta
Pendidikan dan pelatithan
industri pangan.

2. Fasilitasi pemantapan
kebijakan terkait
infrastruktur dan
pembiayaan industri
meliputi akses lahan,
sarana logistik,
ketersediaan utilitas,
ketersediaan utilitas dan
energi untuk
meningkatkan daya saing
industri pangan nasional

3. Peningkatan nilai tambah
limbah industri pangan
dan penerapan system
produksi bersih
{reduce,reuse,recycle)
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6.

10.

Akses terhadap pembiayaan
yang kompetitif bagi industri
pangan skala kecil dan
menengah

Peningkatan efesiensi proses
pengolahan dan penjaminan
mutu produk melalui
penerapan good Hygiene
Practices {GMP} dan Hazard
Analisis and Critical Control
Points (HACCP), sertifikasi
standard Nasional Indonesia
(SNI} dan halal, Sertifikasi
Mutu lainnya, serta bantuan
mesin / peralatan pengolahan
produk pangan

Pemb. pabrik/rumah produksi
Promosi dan perluasan pasar
produk industri pangan
Fasilitasi pembebasan pajak
pertambahan nilai { PPN} atas
proses pengolahan pangan
dengan nilai tambah kecil

Pcriode Tahapan

pasar produk industri

pangan.

6. Peningkatan nilai tambah
imbah industri pangan
dan penerapan system
produksi bersih(reduce,
reuse, recycle) berbasis
inovasi dan teknologi

ramah lingkungan

berbasis inovasi dan
teknologi ramah
lingkungan
4. Pembangunan
pabrik/rumah produksi
5.Promosi dan perluasan
pasar produk industri
pangan.

. Peningkatan kemampuan SDM

8.

6.

7.

. Pendampingan dan

. Pembangunan PT dan vokasi

2019-2024

dalam penguagasn teknik
produksi dan desain  untuk
meningkatkan kualitas produk

den daya saing;

pengawasgan terhadap IKM
dalam rangka mendapatkan
sertifikat legalitas kayu
{SVLK); Fasilitasi jaminan
ketersediaan bahan baku
{kuslitas, kuantitas 8
kontinuitas} serta kemitraan
antara sist hulu dan hilir

berbasis kompentensi;
Penerapan teknologi
Pemanfaatan bahan baku
alternatif antara lain dari kayu
sawit dan kayu karet;

Fasilitasi alzses terhadap
sumber pembiayaan;
Peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri;
Peningkatkan promosi dan

periuasan pasar.

Tabel 4.3
Program Pengembangan Industri Aneka dan Kerajinan

2025-2030

1. Fasilitasi jaminan
ketersedinan pasckan bahan
baku {kayu dan rotan)
melalui pengembangan sistem
rantai pasok yang ramah
lingkungan di didukung
dengan infrastruktur
{tranaportasi dan pelabuhan)
yang memadai

2. Peningkatan keagiatan
penelitian dan pengembangan
design produk furniture dan
alat pertanian, di dukung
dengan advokasi dan regulasi
terkait perlindungan hak
kekayaan intelektual

3. Peningkatan keterampilan dan
kreatifitas SDM dalam,
mempioduksi kerajinarn
kayu/rotan dan alat pertanian

4. Peningkatan penggunaan
produksi datam negeri

5. Pengembangan standaridisasi
kualitas produk dan fagilitasi

untuk peningkatan daya
zaing,

2031-2039

1. Fasilitagi jaminan
ketersediaan pasokan bahan
baku {(kayu dan rotan)
melalui pengembangan sistem
rantai pasok yang ramah
lingkungan didukung dengan
Infrastrulctur {Transportasi
dan pelabuhan) yang memadai

2. Peningkatan kegiatan

penelitian dan pengembangan
disain produk furniture dan
alat pertanian, di dukung
dengan advokasi dan regulasi
terkait perlindungan hak
kekayaan intelektual

3. Peningkatan keterampilan dan

kreatifitas SDM dalam
memproduksi kerajinan
kayu/rotan dan alat pertanian

4. Peningkatan penggunaan

produksi dalam negeri

5. Pengembangan standardisasi

kualitas produk dan fasilitasi
untuk peningkatan days saing




u

L

1. Peningkatan kemampuan SDM

2. Pembangunan Pendidikan

3. Penerapan teknologi

4. Peningkatan penggunaan

5. Peningkatan nilai tambah

Tabel 4.4

Pengembangan Industri Pertambangan

2019-2024

dalam penguasaan teknik
produksi hasil tambang.

kejuruan dan vokasi berbasis
kompentensi;

Pemanfaatan bahan baku
alternatif antara lain dari kayn
sawit dan kayu karet; Fasilitasi
akees terhadap sumber
pembiayaan yang kompetitif
untuk meningkatkan kinerja
ekspor furnitur;

produksi dalam negeri;

limbah industripertambangan
dan penerapan system produksi
bersih{reduce, reuse, recycle}
berbasis inovasi dan teknologi
ramah lingkungan

. Fasilitasi jaminan

. Peningkatan kegiatan

. Peninglatan keterarnpilan dan

. Memperluas jangkauan

. Pengembangan standaridisasi

. Melakukan reklamasi hasil

2025-2030

ketersediaan pasolcan bahan

balku melalui pengembangan
sistem rantai pasok yang

ramah lingkungan di
didukung dengan |
infrastruktur (transportasi
dan pelabuhan} yang memadai

penelitian dan eksplorasi
potensi pertambangan

kreatifitas SDM

pemasaran baik dalam negeri
maupun luar tegeri

kualitas produk dan fasilitasi

untuk peningkatan daya
saing,

penambangan.

2031-2039
1. Fagilitasi jaminan

ketersediaan pasokan bahan
baku melalui pengembangan
sistern rantai  pasok yang
ramah lingkungan didukung
dengan Infrastruktur
{Transportasi dan pelabuhan)
yvang memadai

2. Peningkatan kegiatan

penelitian dan cksplorasi
potensi pertambangan

3. Peningkatan keterampilan dan

kreatifitags SDM dalam
memproduksi hasil
pertambangan

4. Memperiuag jangkauan

pemasaran bailk dalam negeri
maupun luar negeri

5. Pengembangan standardisasi

kualitaa produk dan fasilitast
untuk peningkatan daya saing

6, Melakukan reklamagi hasit

penambangan.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk
pembangunan dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan
industri (WPPI) meliputi pengembangan  kawasan peruntukan
industri (KPI} dan kawasan industri serta sentra industri kecil dan
menengah (Sentra IKM]).

2019-2024

Tabel 4.5

~ Program Pengembangan WPPI Tahun 2018-2037

.1-’c.1;iodc

Periode 2025-2030

Periode 2031-2039

. Survey dan pemetaan
identifikasi potensi
pengembangan sumber daya
industri dalam WPPL;

. Fasilitasi penyelesaian. aspek-
aspek yang terkait pertanahan;

3. Penyusunan rencana

rinci/master plan
pengembangan WPPI;

4. Penvusunan reticana

tindak/aksi pengembangan
WPPI;

5. Penyusunan rencana dan

pembangunan imrfrastrukiur
terpadu pendudung WPPL;

6. Penyusunan rencana

1. Lanjutan pembangunan

infrastrulour (Jalan, kereta
api pelabuhan) pendukung
WPFI.

2. Lanjutan pembangunan

infrastruktur energi untuk
mendukung WPP1

3. Lanjutan pembangunan

sarana dan prasarana
pengembarngan SDM

4. Lanjutan pembangunen

sarana dan prasarana

pengembangan riset dan
teknologi

5. Fasilitasi penguatan

kerjasama antar WPPI;

1. Lanjutan Pembangunan
infrastruktur untuk
mendukung WPPI
Jalan, kereta api,
pelabuhan}

2, Fasgiltasi Pembangunan
infrastruktur energi
untuk mendukung
WPPIL

3. Fasilitasi penguatan
kerjasama antar WPP{

4, Promosi investasi
industri untuk masuk
dalam WPPI

5. Fasiltasi Penguatan
konektivitas antar WPPI.




Perionde

2019-2024 Periode 2025-2030 Periode 2031-2039
penyediaan SDM dan teknologi |6. Promosi investasi indusiri
untuk mendukung WPPL; untuk masuk dalam
7. Pasilitasi penyediaan bahan WPPI
balu industri 7. Fasiltasi Penguatan
8. Penyusunan kelembagaan; konektivitas antar WPPL

9. Pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan SDM

19.Pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan riset
dan teknologi

11.Fasilitasi Penguatan kerjasama
antar WPPI

12.Promosi investasi industri
untuk masuk dalam WPPI

13.Fasilitasi Penguatan
konektivitas antar WPPI

a. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032, terdiri
atas:

1) Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas:

- Kawasan peruntukan industri semen ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Bantimurung;

- Kawasan peruntukan industri manufaktur ditetapkan di
Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu;

- Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-Kecamatan
Bantimurung, Simbang, Turikale, dan Lau;

- Kawasan peruntukan industri peleburan di tetapkan di
Kecamatan Bontoa.

2} Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:

- Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas
perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan-
KecamatanBontoa, Maros Baru, Marusu, dan Lau; dan

- Kawasanperuntukan industri pengolahan komoditas
peternakan  ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu.

3} Kawasan peruntukan industri RT berupa kawasan aglomerasi
industri rumah tangga ditetapkan diSebagian wilayah
Kecamatan-kecamatan Mandai, Camba, Bantimurung, Maros
Baru, Bontoa, Mallawa, Tanralili, Marusu, Simbang, Cenrana,
Tompobulu, Lau, Moncongloe,, dan Turikale;
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_ Pengembangan Kawasan Peruntukan IndustriTahun 2018-2037

Tabel 4.6

2019-2024 2025-2030 2031-2039
Peninjauan 1. Revisi terhadap 1. Pasiltasi
kembali/Review terhadap pengemhbangan KPI; Pembangunan,
pengembangan KPI; 2, Fasiltasi infrastruktur,

. Fasilitasi Pembangunan Pembangunan, penyediaan energi,
infrastrukiur, infrastruktur, sarana dan
. Peniyediaan energi, penyediaan energi, prasarana dalam
sarana dan prasarana sarana dan mendulmng
dalam mendukung prasararia dalam pengembangan KPI
pengembangan KPL mendukung
pengembangan KP1.

b.

Kawasan Industri

Kawasanindustrimerupakan kawasanproduktif yang diharapkan
akan dapat memberikan nilai tambah pada suatu kawasan
perkotaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini
adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta
untuk memasarkan barang jadi. Oleh karenanya, kedekatan
jaringan jalan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat
penting bagi pertumbuhan kawasan industri. Selain itu periu
juga diperhatikan mengenai dampak negatif dari kegiatan
industry terhadap lingkungan hidup. Sebagai kawasan produktif,
kecukupan sarana dan prasarana terutarna air, buangan
limbah, jaringan jalan merupakan hal lain yang cukup
mendukung kegiatan industri.

Tujuan perencanaan dan pembangunan kawasan

industrifindustrial estatejadalah untuk

- Melakukan penataan ruang kawasan industri dan pergudangan
dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;

- pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah
dan pengurangansejauh mungkin dampak-dampak negatif
yang mungkin berasal dari plot-plot industri dan pergudangan
melalui perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan;

- memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam
proses perkembangan industri dan pergudangan, melalui
hadimya kawasan industri;

- memanfaatkan  kondisi sosial, infrastruktural dan
sumberdaya alam dalam wilayah tertentu;

- menyediakan kawasanindustri dan pergudangan yang
mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah
yang tersedia untuk bangunan pabrik;
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3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan
untuk
melakukanpembangunanindustrivangmeliputipembangunandan
pengembanganSumber Daya Manusia (SDM} industri, pemanfaatan
sumberdaya alam,pengembangandanpemanfaatanteknologi industri,
pengembanganinovasidankreativitasindustri, sertadukungan
pembiayaan industri.

a. Pembangunan dan pengembangan SDM industri
Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa SDM merupakan
hambatan utama dalam pengembangan sektor manufaktur di
Indonesia yang memiliki prospek cerah. Bank Dunia
menyebutkan, 88 persen pengusaha manufaktur mengalami
kesulitan mengisi jabatan manajemen, dan 69 persen melaporkan
bermasalah menemukan sumber tenaga kerja terampil. Beberapa
langkah strategis yang perlu dilakukan dalam meningkatankan
SDM sektor industri antara lain:

1} mengembangkan public private partnership untuk
meningkatkan kualitas SDM.

2) Koordinasi pengembangan SDM.

3) Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya yang
terampil.

4) model pengembangan SDM harus berorientasi pada demand
driven atau berdasarkan kebutuhan pasar kerja.

Adapun Sumber Daya Manusia {(SDM)industry meliputi:

1. Wirausaha industri {pelaku usaha industri);

2. Tenaga kerja industri{tenaga kerja profesional di bidang
industri);

3. Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang
industri dipusat dan di daerah); dan

4, Konsultan industri atau perusahaan yang advokasi dan
pemecahan(perorangan memberikan layanan konsultasi,
masalah bagi industri

Kegiatan pembangunan dan pengembangan SDM industri
difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri.
Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk
menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siapkerja sesuai
dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan
kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja
Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor
Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi
tenaga kerja Industri. '
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri
yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial
perlu dilakukan berbagai program pembangunan dan
pengembangan baik dalam jangka menengah maupun
jangka panjang sebagaimana tabel berikut:

Taheld. 9
Program Pembangunan SDM Industri Tahun 2019-2039

2019-2024 2025-2030 2031-2039

L. mengembangkan public private | 1. mengembangkan public private | 1. mengembangkan public private
paringrship untuk meningk. parinership untukmeningk. partnership untukmeningk.
kualitas SDMindustri berupa, kualitas SDMindustri berupa, kualitas SDM
Pendidikan Pendidikan 2. Pembangunan tenaga kerja

2. Pembangunan infrastruktur 2. Melakukan penguatan lembaga berbasis kompetensi dengan
tenaga kerja industri berbagia pendidikan dan pelatihan, bekerjasama dengan
kompensasi melalui khususnya yang terampil. pemerintah, asosiasi industr,
pembangunan Lembaga 3. Pembangunan infrastruktur asoiasi profesi, kamar dagang,
Pendidikan/akademi tenaga kerja industri berbasis dan industri {KADIN}, dan
komunitas berbasis kompetensi melalui perusahaan industri berupa,
kompetensi pembangunan Lembaga Pendidikan vokasi, induatri

3. Pernbangunan tenaga kerja Pendidikan/akademik berbasis kompetensi,
berbasis kompetensi dengan komunitas berbasis Pendidiken dan peiatihan
bekerjasama dengan kompetensi industri berbasis kompetenai,
pemerintah, asosiasi industri, |4. Pembangunan tenaga kerja Pendidiken dan pelatihan
asosgiasi profesi, kamar berbasis kompetensi dengan industri berbasis kompetensi
dagang, dan industri (KADIN), bekerjasama dengan serta pemagangan industri
dan perusshasan industri, pemerintah, asosiasi industri, 3. Penyediaan sarana dan
berupa Pendidikan lokasi asosiasi profesi, kamar dagang, prasarana Pendidikan dan
industri berbasis kompetensi, dan industri {KADIN), dan pelatihan melalui penyedisan
Pendidikan dan pelatihan peruashaan industri berupa laboratorium, teaching factory,
industri berbasis kompetensi Pendidikan vokasi industri dan workshop
serta pemagangan industri. berbasis kompetensi, 4. Fasilitasi penyelenggaraan

4. Penyediaan sarana dan Pendidikan dan pelatihan . sertifikasi kompetensi bagi
prasarana Pendidikan dan industri berbagis kompetensi calon tenaga kerja dan tenaga
pelatihan melalui penyediaan serta pernagangan industri, kerja sector industri serta
Iaboraterium, teaching factory, |S. Penyediaan serana dan penempatan kerja bagi
dan workshop prasarana Pendidiken dan Lulusan Pendidikan Vokasi

3. Fagilitasi penyelenggaraan pelatihan melalui penyediaan Industri Dan Pendidikan Dan
sertifikasi kompetensi bagi laboratorium, teaching factory, Lulusan Pelatihan Indusiri
bagi calon tenaga kerja dan dan workshop Berbasis Kompetensi.
tenaga sector industri 6. Fasilitasi penyeiengaraan 5. Pengembangan kapasitas

6. Pengembangan pendidikan sertifikasi komnpetenai bagi pengelolaan sumber daya alam
vokasi industri calon tenaga kerja dan tenaga dan lingkungan hidup

7. mengernbangkan kerjasama kerja sector industri serta
dengan dunia usaha industri penempatan kerja bagi Iulusan
atau agosiasi industri baik Pendidikan vokasi industri dan
berupa praktek kerja industri Pendidikan dan pelatihan
{Prakerin) industri berbasis kompetensi

b. Pemanfaatan sumber daya alam {(SDA}

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar
pada prinsip ekoefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem,
pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM.
Untuk menjamin ketersediaan SDA bagi pengembangan industri
terutama industry yang berbasis mineral tambang dan batuan
serta agro, maka daerah melakukan program sebagai berikut:
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1.

10,

11.

2.

13.

14,

Periode 2019-2034

Penyusunan rencana
penyediaan dan penyaluran
sumber daya alam berupa
paling sedilkit neraca
ketersediaan sumber daya alam;
Penyusunan Rekomendasi
dalam rangka penetapan
jaminan penyediaan dan
penyaluran sumber daya alam;
pemetaan jumiah jenis, dan
spesifikasi sumber daya alam
gerta lokasi cadangan sumber
daya alam

fasilitasi pengembangan industri
berbasis sumber daya alam
secara terpadu

fasilitasi diversifikasi
pemantapan sumber daya alam
secara efisien dan ramah
lingkungan di perusahaan
industri dan perusahaan
pengembangan potensi sumber
daya alam secara optimal dan
mempunyai efek berganda
terhadap perekonomian suatu
wilayah;

pengembangan pemanfaatan
sumber daya alam melalui
penelitian dan pengembangan
fasilitasi pengembangan
jaringan infrastruktur
penyaluran sumber daya

alam untuk meningkatkan
daya saing perusahaan
industri dan petusahaan
kawasan industri

pemetaan  dan penetapan
wilayah penyediaan sumber
daya alam terbarukan
konservasi sumber daya
fasilitasi penangsnan budidaya
dan pasca panen sumber
daya alam terbarukan
menerapkan  kebijakan secara
koptinu  atas efisiensi
pemanfaatan sumber daya
alam

penerapan kebijakan
diversifikasi energi untuk
industri
Peningkatankualitasdanaksesinf
ormasi sumber daya alam

dan linglungan hidup

1.

2

10.

11.

1z,

13.

14.

15.

Tabeld.10

Program Pem SDA Tahun 2019-2039

Perinde 2025-2030

Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
PENYUSUNAL rencana
penyediaan dan penysiuran
sumber daya alam berupa
paling sedikit neraca
ketersediaan sumber daya alam
penyusunean rakomendasi
dalam rangka penetapan
Jjaminan penyediaan dan
penyaturan sumber daya alam

. fasilitasi pengembangan

industri berbasis sumber daya
secara terpadu

fasilitasi diversifikasi
pemanfaatan sumber daya
alam secara efesien dan ramah
ngkungan di perusahaan
industri dan perusahaan
kawasan kawasan industri
pengembangan potensi sumber
daya alam secara optimal dan
mempunyai efek berganda
terhadap perekonomian suatu
wilayah

pengembangan pemanfaatan
sumber daya alam melalui
penelitian dan pengembangan
fasilitasi pengembangan
jaringan infrastruldtur
penyaluran sumber daya alam
untuk meningkatlan daya,
saing perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri
pemetaan dan penetapan
wilayah penyediaan sumber
daya alam terbarukan
konservasi sumberdaya alam
terbarukan

fasilitasi penanganan budidaya
dan pasca panen sumber daya
alam terbarukan

menerapkan kebijakan secara
kontinu atas efesiensi
pemanfaatan sumbey daya
alam

penerapan kebijakan
diversifikasi energi untuk
industri,

Pengendalian pencemaran lingk
ungan hidup.
Peningkatanicualitasdanaksesin
formasi sumber daya alam

dan linMan hidup

Periode 2031-2039

1. Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam

2. Penyusunan rencana penyediaan
dan penyaluran sumberdaya alam
berupa paling sedikit neraca
ketersediasn sumber deya atam

3. Penyusunan rekomendasi dalam
rangka penetapan jaminan
penyediaan dan penyaluran
sumberdaya alam

4. Fasilitasi pengembangan industri
berbasis sumber daya alam secara
terpadu

5. Fasilitasi diversifikasi
pemanfaatan sumber daya alam
secara efesiensi dan ramah
lingkungan di perusahaan industri
dan perusahaan kawasan industri.

6. Pengembangan potensi sumber
daya alam secara optimal dan
mempunyai efek berganda
terhadap perekonomian suatu
wilayah.

7. Pengembangan pemanfaatan
sumber daya alam melalui
penelitian dan pengembangan

8. Fasilitasi pengembangan jaringan
infrastrukiur penyaluran sumber
daya alam untuk meningkatkan
daya saing perusahaan industri
dan perusahaan kawasan industri

9. Pemetaan dan penetapan wilayah
penyediaan surnberdaya alam
terbarukan

10.Konservasi sumberdaya alam
terbarukan

11.Fasilitasi penanganan budidaya
dan pasca panen sumberdaya
alam terbarukan

12. Menctapkan kebijakan secara
kontinu atas efesiensi
pemanfaatan sumberdaya alam

13.Penerapan kebijakan diversifikasi
energi untuk industri.
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c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologl industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya
saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan
pemanfaatan teknologi diarahkan untuk meningkatkan industry
unggulan. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi

industry dilakukan sebagaimana tabel berikut:

FPeriode 2019-2024

Tabeld.11
Program Pengembongan dan Femanfataan Teknologi IndustriTahun 2019-2039

Periode 20252030

Pericde 2031-2039

Peningkatan sinergi program | 1. Peningkatan sinergi program 1. Peningkatan sinergi program
kerjasama penelitian dan kerjasama penelitian dan kerjasama penelitian dan
pengembangan antara balei- pengembangan antara balai- pengembangan antara balai-
balai industri dengan balai industri dengan Lembaga balaj industri dengan Lembaga
Lembaga riset swata, riset pemerintah, Lembaga riset riset pemerintah, lembaga
perguruan tinggi, dunie usaha swasta, perguruan tinggi, dunia riset swasta, perguruan tinggi,
dan Lembega riget untuk usaha dan Lembaga riset untuk dunia usaha dan Lembaga
menghasilkan produk menghasilkan produk penelitian riset untuk menghasilican
penelitian dan pengembangan dan pengembangsan yang produk penelitian dan

yang aplikatif dan terintegrasi aplikatif dan terintegrasi. pengembangan yang aplikatif
Falitasi implementasi 2. Fasilitasi implementasi dan terintegrasi
pengembangan teknologi baru pengembangan teknologi baru | 2. Fasilitasi implementasi

. Fagilitasi pemberian insentif

rintisan pengembangan dan
penerapan teknologi industri

3, Fasilitasi pemberian insentif

8. Pemberian penghargaan bagi

rintisan, pengembangan dan
penerapan teknologi industri

pengembangan teknologi baru

bagi industri yang bagi industri yang 3. Fasilitasi pemberian insentif
melaksanaitan kegiatan R&D melaksanakan kegiatan R&D bagt industri yang
(research and Davelopment} (Research and Development) melaksanakan kegiatan R&D
dalam pengembangan industri dalam pengembangsn industri {Research and Developmenit}
dalam negeri dalam negeri dalam pengembangan industri
Mendorong peningkatan 4. Mendorong peningkatan dalam negeri
kontribusi hasil. Kekayaan kontribusi hasil kekayaan 4. Mendorong peningkatan
intelektual berupa desain intelekitual berupa desain, paten kontribusi hasil kekayaan
paten dan merek dalam dan merek dalam produk intelaktual berupa desain
preduk industri untuk industri untuk meningkatkan paten dan merek dalam
meninglkatkan nilai tambah nilai tambah produk untuk meningkatkan
Melakukan audit teknologi 5. Melakukan audit teknologi nilai tarbah
terhadap teknologi yang dinilai terhadap tekmologi yang dinilai | 5. Melakukan audit teknologi
tidak layak untuk industri tidak layak untuk industri terhadap teknologi yang dinilai
antara lain boros energi, antara lain boros energi, tidak layak untuk industri
beresiko, pada keselamatan beresiko pada keselamatan dan antara lain boros energi,
dan kemanan serta berdampak| keamanan, serta berdampak beresiko pada keselamatan
negatif pada lingkungan negative pada lingkungan dan keamanan, serta
Fasilitasi pembangunan pusat | &, Fasilitasi pembangunan pusat berdampak negative pada
inovasi {cantre of exelence} inovasi {centre of excellence} linglungan

- Mendorong terjadinya transfer [ 7. Mendorong terjadinya transfer | 6. Fasilitasi pembangunan pusat
telmologi dari perusahaan atau teknologi dari perusahaan atau inovasi {cenire of excellence}
tenaga kerja asing yang tenaga kerja asing yang 7. Mendorong terjadinya transfer
beroperasi di dalam negeri beroperasi di dalam negeri teknologi dari perusahaan

atau tenaga kerja asing yang
beroperasi di dalarn niegeri

Pemberian penghargaan bagi
rintisan, pengembangan dan
penerapan teknologi industr




d. Pengembangan inovasi dan kreativitas industri

Pengembangan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk
memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan local yang
tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan
industry kreatif. Untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi,

maka dilakukan melalui

Periode 2019-2024

. penyediaan ruang dan.

Tabel 4.12

Program Pembangunan Inovasi dan Kreatifitas Industri Tahun 20 19-2039

Perinde !

. penyediaan ruang dan

program sebagaimana tabel berikut:

Periode 2031-2039

1. Penyediaan ruang dan

wilayah untuk wilayah untuk masyarakat wilayah untuk masyarakat
masyarakat dalam dalam berkreativitas dan dalam berkreativitas dan
berkreativitas dan berinovasi, antara lain berinovasi, antara lain

berinovasi, antara lain

berupa pembangunan

berupa; pembangunan

berupa; pembangunan techno park, pembangunan | techno park,

techno park, pusat anitnasi dan pemba. pembangunan pusat
prembangunan pusat pusat inovasi; animasi dan

animasi dan . pengembangan sentra pembangunan pusat
pembangunan pusat industri kreatif, antara lain inovasi

inovasi bantuan mesin peralatan |2, pengembangan sentra

- pengembangan sentra

industri kreatif, antara
lain bantuan mesin
peralatan dan bahan

up capital,
pendampingan, dan
fasilitasi izin usaha
industri

. pelatihan teknologi dan

desain, inovasi yang
bernilai komersil.

advokasi hak kekayaan
intelektual, serta fasilitasi
pendaftaran merek,
paten, hak cipta dan
desain industri; dan

. restrukturisasi mesin dan

peralatan, serta promosi
dan pameran

. memanfaatkan

pemasaran meiahii online

dan bahan balku/
penolong;

. pemmbangunan UPT,

bantuan desain dan

fasilitasi izin usaha industri

. pelatihan teknologi dan

desain, antara lain:
pelatihan desain dan
teknologi serta bantuan
tenaga ahli;

. fasilitasi perlindungan hak

intelektual, serta fasilitasi
pendaftaran merek, paten,
hak cipta dan desain
industri; dan

, restrukturisasi mesin dan

peralatan, sérta promosi
dan pameran

indusiri kreatif, antara
lain bantuan mesin
peralatan dan bahan
baku/ penolong;

baku /penoclong tenaga ahli serta, fasilitasi {3. pembangunan UPT,
3. Fasilitasi dukungan pembiayaan; bantuan desain dan
pembiayaan bagi IKKM . bimbingan teknis, start-up tenaga ahli serta fasilitasi
4. bimbingan teknis, start- capital, pendampingan, dan pembiayaan

4, bimbingan teknis, start-up
capital, pendampingan,
dan fasilitasi izin usaha
industri

5. pelatihan teknologi dan
desain, antara lain
pelatihan desain dan

|6. fasilitasi perlindungan kekayaan intelelitual teknologi serta bantuan
hak kekayaan inteleltual lkthususnya bagi industri tenaga ahli;
khususnya bagi industri kecil, antara lain: 6. fasilitasi perlindungan hak
kecil, antara lain; konsultasi, bimbingan, kekayaan intelektual
konsultasi, bimbingan, advelkasi hak kekayaan khususnya bagi industri

kecil, antara lain:
konsultasi, bimbingan,
advokasi hak kekayaan
intelektual, serta fasilitasi
pendaftaran merek, paten,
hak cipta dan desain
indusiri; dan

7. restrukturisasi mesin dan
peralatan, serta promosi
dan pameran
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e. Dukungan pembiayaan industri
Pertumbuhan Industri di suatu daerah tidak lepas dari
tersedianya sarana dan prasarana pembiayaan.Saat ini Indonesia
harus berhadapan dengan era perdagangan bebas regional yang
menuntut industri Indonesia agar bisa memiliki daya saing tinggi.
Ketergantungan industri nasional terhadap barang modal, bahan
baku, dan bahan penolong impor dapat menyebabkan defisit
neraca perdagangan sektor industri terus meningkat. Hal ini
kemudian berdampak pada membengkaknya defisit transaksi
berjalan dan menyebabkan perekonomian Indonesia selalu
mengalami overheating ketika mencapai peitumbuhan ekonomi
yang tinggi. Oleh karena itu, pelaku industri butuh dukungan dan
peran serta pemerintah dalam pembiayaan pembangunan industri
hulu dan industri antara yang membutuhkan dana investasi besar
di awal pembangunannya. Kebutuhan investasi yang tinggi
diperiukan untuk mencapai sasaran kuantitatif sektor industri di
dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung
maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya
pemanfaatan kredit perbankan di sektor industry antara lain
disebabkan oleh masih relatif tingginya suku bunga perbankan
karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka  pendek.
Kondisi ini memerlukan  fasilitasi untuk mendorong
terbentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin
tersedianya  pembiayvaan investasi dengan suku bunga
kompetitif.
Untuk mencapai sasaran pembangunan industry 20{dua puiuh)
tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk
investasi di sektor industry rata-rata tumbuh sebesarl5% (lima
belas persen) per tahun dengan komposisi antaraPenanaman
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
yang berimbang.

4. Pembangunan Saranadan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional
yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan
Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti
Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik sepert
standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan non
fiskal. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang



Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri bahwa upaya untuk
menyelenggarakan Standardisasi Industri dilakukan melalui
perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan
pengawasan Standar Nasional Indonesia. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan daerah serta
menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap
mutu barang dan/atau jasa industri dalam aspek keamanan,
kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan
persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pembangunan industry daerah yang berdaya saing perlu
didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri
meliputi :

a. Lahan Industri

Pemerintah menetapkan pengembangan industri ke luar Jawa

sebagai salah satu kebijakan strategis prioritas. hal ini disebabkan

masalah utama yang kerap dihadapi dalam pengembangan

kawasan industri di Pulau Jawa adalah ketersediaan lahan.

Namun demikian, untuk mengakselerasi pengembangan industri

yang ada di Luar Jawa, maka harus ada dukungan pemerintah

terutama ketersediaan infrastruktur dan kepastian market bagi

industri.

Penyediaan lahan industry dilakukan melalui pengembangan

kawasan peruntukan industry dan kawasan industri. Tujuan

pengembangan kawasan industri adalah:

1. kemudahan dalam mendapatkan perizinan dan Jaminan
hak atas tanah.

2. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;

3. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;

4. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan

industri;

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
investor

6. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan
lingkungan.

Program penyediaan lahan kawasan peruntukan

industri/kawasan industri meliputi:

1. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;

2. Penyusunan rencana pengembangan kawasan
industri,termasuk analisis kelayakan dan  penyusunan
rencana induk (masterplanj;

3. Pembentukan kelembagaan dan regulasi banktanah{land
bank} untuk pengembangan kawasan industri;
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4. Review terhadap pengembangan kawasan peruniukan
industri;

5. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan industri
didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan
maupun di luar kawasan industri; dan

6. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan
industri yang didukung dengan infrastruktur baik didalam
kawasan maupundi luar kawasan peruntukan industri,

b. Infrastruktur Industri

Penyediaan infrastruktur industrisaat ini berjalan lambat karena
adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan
sampai implementasi.Selain itu, lemahnya koordinasi antar
pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundumya
pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah
akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan
alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah
pengadaan lahan yang  berakibat pada  tertundanya
pencapaian financial closeuntuk proyek kerjasama  antar
pemerintah dengan badan usaha (KPBUj.

Guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah
telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi,
fiskal dan kelembagaan.Pada tahun 2014 Pemerintah telah
membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
{KPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur
prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek.

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada

di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan industri,

meliputi fasilitas  jaringan energy dan kelistrikan fasilitas

jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air,
fasilitas sanitasi, dan fasilitas jaringan transportasi. Program
penyediaan Infrastruktur industri meliputi:

1. Penyusunan rencana penyediaan energi dan kelistrikan,
jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan
sanitasiserta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung
pengembangan industri;

2. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan
transmisi dan distribusi;

3. Fasilitasi pengembangan sumber energy yang terbaruka serta
diversifikasi dan konservasi energi; dan

4. Fasilitasi pengembangan industry pendukung pembangkit
energi.
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5. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, jaringan
telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta
fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung
pengembangan industri;

c. Sistem Informasi Industri

Teknologi informasi industri merupakan salah satu teknologi yang
paling cepat berkembang pada era globalisasi saat ini, dan
dirasakan untuk masa datang. Hal ini terutama terlihat pada
industri manufaktur yang telah banyak menerapkan dan
memanfaatkan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer
sebagai solusi di area kerjanya dan sebagai cara untuk
meningkatkan optimasi kinerja sistem yang mereka rancang.

Pembangunan sistem infornasi industri bertujuan untuk:

1} Menjamin ketersediaan,kualitas,kerahasiaandanakses
terhadap data dan/atau informasi,

2} Mempercepat
pengumpulan,penyampaian/pengadaan,pengolahan/
pemrosesan, analisis, penyimpanan dan penyajian, termasuk
penyebarluasan data dan/atau infonnasi yang akurat, lengkap,
dan tepat waktu; dan

3) mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi industri
daerah yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi,
dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan
industri daerah.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Daerah

meliputi:

1) terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan
industri secaraonline;

2) tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data
perkembangan teknologi industri;

3) tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan
stakeholders;

4) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola
yang handal;

5) terkoneksinya  sistem informasi industri daerah kabupaten
dengan sistem informasi industri provinsi dan nasional serta
sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau
lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi
serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA)
dalam rangka pertukaran data,

6) tersosialisasikannya sistem informasi industri di kabupaten
kepada seluruh stakeholders;
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5. Pemberdayaan Industri

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran

pengembangan IKM di daerah meliputi:

a)
b)

c)

d)

g)

hj

i)

k)

Fasilitast pemberian insentif kepada industri besar

yangmelibatkanlKM dalam rantai nilai industrinya;

Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan termasuk fasilitasi

pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;

Penumbuhan kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan

kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui fasilitasi

standardisasi, procurement dan pemasaran bersama;

Perlindungan terhadap inovasi baru dengan fasilitasi

pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang

diciptakan IKM;

Diseminasi informasi dan fasilitasi promosidanpemasaran

dipasar domestik dan ekspor;

Penyusunan regulasi dengan menghilangkan bias kebijakan

yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;

Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra

industri kreatif, serta UPT, TPL dan konsultan IKM;

Fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan

danlembaga penelitian dan pengembangan lembaga penelitian

dan pengembangan

Fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan

Industri (KADIN} dan/ atau asosiasi industri serta asosiasi

profesi;

Penumbuhan wirausaha baru melalui pendekatan inkubasi

bisnis dan pendampingan; dan

Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:

1. Peningkatan faktor input (kompetensi sumber daya
manusiadan sertifikasi kompetensi);

2. Peningkatan penguasaan iptek/inovasi (pengembangan
inovasi produk dan kemasan untuk industri  kecil);

3. Peningkatan efisiensi teknis;

4, Bantuan bahan baku dan bahan penolong,serta mesin
atau pertani

5. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan
pengembangan produk baru ( new product. Development};

6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
untuk mewujudkan industri hijau;

7. Bantuan informasi pasar, promosi,dan pemasaran;
dan/atau

8. Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan
hubungan kemitraan.
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BAB V
PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan
memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk
mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut
diperiukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh
lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih
dahulu maju.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 yang
pada gilirannya menambah kemampuan bersaing dan kemampuan
berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian,
dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah dapat tercapai dan  dapat menjamin berjalannya
pembangunan berkelanjutan  serta tercapainya Visi Pembangunan
Industri  Nasional Jangka Panjang (2035) yaitu Indonesia Menjadi
Negara Industri Tangguh.

Daerah dengan berbagai potensi yang dimiliki harus dikelola dan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi
lain, daerah juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis
berbatasan langsung dengan Saraw negara bagian Malaysia timur.
Daerah memiliki keragaman budaya, keragaman suku serta
keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang
sangatpotensial untukdikembangkan sehingga dapat memberikan nilai
tambah bagi daerah, Keragaman, walaupun merupakan tantangan,
namun menjadi bagian dari modal dalam mendorong proses dan
membangun pilar-pilar kemajuan yang semakin saling mengisi
{komplementatif} dan saling memperkuat yang memberikan sinergi,

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih
sejahtera perlu  didukung oleh : (l)komitmen dan kepemimpinan
daerah yang baik, bersih dan amanah; (2) konsistensi kebijakan
pemerintah daerah; (3)kebijakan yang berpihak pada masyarakat;
{4}partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah
secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip
Good Governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut
harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua
pemangku amanah.
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Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039
yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program
pembangunan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan agar dapat
dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai
kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial
dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat. Kemudahan
ekonomi adalah kesempatan atau peluang dan makin terbukanya
akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi clan
pasar, Sedangkan peluang-peluang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Tahun 2019 - 2039 diharapkan mampu membangun
struktur industry didaerah yang kuat sebagai motor penggerak
utama(prime mouen perekonomian daerah dengan bercirikan
mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergi santar subsektor
industri dan dengan berbagai sektor ekonomilainnya, memiliki
kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik,
memiliki produkunggulan industry masa depan, dapat tumbuh secara
berkelanjutan; serta mempunyai daya tahanfresilience) yang tinggi
terhadap gejolak perekonomian Nasional dan dunia.

Sinergitas yang kuat antara industry kecil, menengah, dan
besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok
{supplychain}, harus dibangun melalui hubungan yang saling
menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha
sektor industri secara nasional Peran dan kontribusi industry
manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai
tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah,
penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan
berkelanjutan, dan menghasilkan devisa,




